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ABSTRAK 

Sheila Stevanny / 31199125 / 2023 / Pengaruh Mekanisme Good corporate governance dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Sektor Energy dan Basic Materials 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 – 2021 / Dosen Pembimbing : Rizka Indri 

Arfianti, S.E., Ak., M.M., M.Ak. 

Keberadaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia, sehingga 

pemerintah mengharapkan bagi wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba 

perusahaan sehingga perusahaan akan semaksimal mungkin untuk menekan pembayaran pajak 

tanpa melanggar peraturan yang berlaku, yaitu manajemen pajak dengan melaksanakan tax 

avoidance. Tax avoidance merupakan cara penghindaran pajak tanpa melanggar peraturan yang 

berlaku dengan memanfaatkan celah. Tuntutan perusahaan dalam melaksanakan tax avoidance 

harus dibawah pengawasan yang tepat menjadikan terbentuknya mekanisme good corporate 

governance. Penelitian bertujuan untuk mengetahui mekanisme good corporate governance dan 

ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. 

Penelitian ini berdasarkan teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya 

perbedaan kepentingan dan sifat egoisme dalam diri manusia sehingga terdapat perbedaan 

kepentingan antara agent dan principal. Keadaan tersebut membuat adanya ketidakseimbangan 

infromasi yang disebut sebagai asimetri informasi.  

Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energy dan basic 

materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2021. Pengumpulan 

data sampel dilakukan dengan purposive sampling method dan diperoleh sebanyak 40 data sampel. 

Pada penelitian ini, data sampel yang digunakan akan diuji melalui pengujian kesamaan koefisien 

untuk mengetahui apakah pooling data dapat dilakukan, analisis statistic deskriptif, uji asumsi 

klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. 

Hasil penelitian berdasarkan uji t, diperoleh hasil signifikansi pada dewan komisaris independen 

dan kepemilikan institusional masing – masing sebesar 0,336 dan 0,222 sehingga H1 dan H2  

ditolak, Namun, hasil signifikansi komite audit dan ukuran perusahaan  masing – masing sebesar 

0,008 dan 0,032 sehingga H3 dan H4 dapat diterima. Sedangkan melalui uji F diperoleh hasil secara 

simultan, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dewan komisaris independen dan 

kepemilikan institusional tidak cukup bukti tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan, 

komite audit cukup bukti berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dan ukuran perusahaan 

cukup bukti berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

Kata kunci : Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran 

Perusahaan, Tax Avoidance. 
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ABSTRACT 

Sheila Stevanny / 31199125 / 2023 / The effect of Good corporate governance Mechanisms and 

Company Size on Tax avoidance in Energy and Basic Materials Sector Companies Listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2018 – 2021 / Supervisor : Rizka Indri Arfianti, S.E., Ak., M.M. , 

M.Ak. 

The existence of taxes is one of the largest sources of income in Indonesia, so the government 

expects taxpayers to pay taxes according to actual conditions. Whereas for companies, tax is a 

burden that can reduce company profits so that companies will maximize their efforts to suppress 

tax payments without violating applicable regulations, namely tax management by carrying 

outtax  avoidance. Company demands in implementingtax avoidance must be under proper 

supervision to form a Good corporate governance mechanism. The research aims to determine 

the mechanism of good corporate governance and company size on tax avoidance. 

This research is based on agency theory. Agency theory explains that there are differences in 

interests and egoism in humans so that there are differences in interests between agents and 

agentsprincipal. This situation creates an information imbalance known as information 

asymmetry. 

The sample data used in this study are energy and basic materials sector companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018 – 2021. Sample data collection was carried out 

bypurposive sampling method and obtained as many as 40 samples. In this study, the sample data 

used will be tested through testing the similarity of the coefficients to find out whether data 

pooling can be done, descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear 

regression analysis, and hypothesis testing. 

The results of the research based on the t test, obtained the significance results on the independent 

board of commissioners and institutional ownership of 0.336 and 0.222 respectively so that H1 

and H2  rejected. However, the results of the significance of the audit committee and company 

size are respectively 0.008 and 0.032 so that H3 and H4 can be accepted. Meanwhile, through the 

f test, the results obtained simultaneously, independent board of commissioners, institutional 

ownership, audit committee and company size have an effect on tax avoidance. 

In this study it can be concluded that the independent board of commissioners and institutional 

ownership have no significant effect on tax avoidance. Meanwhile, the audit committee has 

sufficient evidence of a negative effect on tax avoidance and firm size has sufficient evidence 

of a positive effect on tax avoidance. 

Keywords: Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership, Audit Committee, 

Company Size, Tax avoidance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa hal diantarnya adalah latar belakang akan 

menjelaskan mengenai beberapa informasi yang telah disusun secara sistematis yang akan 

mendasari penulisan, kemudian identifikasi masalah yang akan membahas mengenai masalah – 

masalah yang timbul berdasarkan latar belakang masalah, batasan masalah dengan tujuan lebih 

fokus dalam membahas masing-masing variable. 

  Mengingat adanya keterbatasan waktu dan tenaga penulis maka akan ditetapkan batasan 

terhadap penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah untuk memperjelas masalah yang ingin 

di teliti, selain itu terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan diakhiri dengan 

pembahasan mengenai manfaat dalam penelitian bagi beberapa pihak terkait. 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak sendiri memiliki presentase 

yang tertinggi, dengan presentase rata-rata sebesar tujuh puluh persen jika dibandingkan 

dengan sumber pendapatan lainnya. Sehingga tidak dapat dipungkiri penerimaan negara dalam 

sektor pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara dalam 

mendukung keberhasilan pembangunan nasional, serta membiayai kegiatan pemerintah 

maupun digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pajak 

menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak merupakan salah satu kontribusi yang wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan memiliki sifat memaksa 

didasarkan olehUndang-Undang, kewajiban tersebut tidak mendapatkan imbalan secara 
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langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pembayaran pajak bersifat memaksa baik oleh wajib 

pajak orang pribadi maupun badan usaha, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. 

Melihat peranan pajak yang menjadi andalan bagi perekonomian negara, target penerimaan 

pajak setiap tahun diharapkan akan terus meningkat.  

Tanggapan wajib pajak terutama wajib pajak badan tidak selalu baik dalam hal 

pemungutan pajak karena sifat pajak yang tidak memberikan imbalan secara langsung kepada 

wajib pajak. Prespektif perusahaan, pajak menjadi perhatian penting karena dianggap menjadi 

beban/biaya yang akan mengurangi laba bersih, sehingga hal ini bertolak belakang dengan 

tujuan perusahaan. Terdapat banyak fenomena wajib pajak melakukan efisiensi beban pajak 

dengan tujuan untuk mendapatkan laba yang maksimum. Salah satu cara untuk meminimalkan 

pembayaran pajak adalah dengan melakukan strategi manajemen pajak. Meminimalisasikan 

pembayaran pajak dapat dilakukan degan berbagai cara, mulai dari yang masih dalam lingkup 

peraturan perpajakan hingga melanggar peraturan perpajakan, yang biasa dikenal dengan Tax 

avoidance dan Tax Evasion. Penggelapan Pajak (Tax Evasion)  merupakan upaya dalam 

meminimalisasikan pembayaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan 

perpajakan, sanksi pindana menjadi ancaman bagi perusahaan apabila melakukan tax evasion. 

Sebaliknya tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan celah (loopholes) yang 

diperkenankan dalam peraturan perpajakan, tindakan tersebut dianggap legal dikarenakan 

tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. 

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di dunia, dilakukan oleh salah satu perusahaan 

asal Swedia yang bergerak di industry ritel perabot dan furnitur rumah tangga yaitu IKEA. 

IKEA diduga melakukan penghindaran pajak dalam empat tahun ke belakang dengan nilai 
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mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS dalam kurun waktu 2009 hingga 

2014. IKEA dituduh secara sadar oleh media Independent tersebut akibat adanya pergeseran 

laba, atau IKEA dianggap dengan sengaja memindahkan dana miliaran euro labanya dari 

negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi seperti Inggris, Prancis dan Jerman ke anak 

perusahaannya yang tidak dikonfirmasi negara-negara terkait dengan tarif pajak yang rendah. 

Diketahui IKEA membentuk dua etintas binis yang terpisah di Belanda, Luksemburg dan 

Liechtensein. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bagaimana IKEA membebankan biaya 

royalti dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam lingkup kepemilikan yang sama dengan 

tujuan meminimalisir pajak dan estimasi pajak yang dihindari oleh IKEA yang menyebabkan 

hilangnya pendapatan pajak di Jerman senilai 35 juta euro setara dengan 39 juta dollar AS, di 

Prancis 24 juta euro setara dengan 26 juta dollar AS dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar 

AS di Inggris. (Kompas.com,2016). 

Salah satu kasus tax avoidance yang terjadi di Indonesia, diduga dilakukan oleh PT Adaro 

Energy Tbk. Dugaan tersebut dilaporkan oleh lembaga Global Witness, mengungkapkan 

bahwa perusahaan PT Adaro Energy Tbk dalam periode 2009 sampai 2017.  Pemerintah 

melalui Direktorat Jendral Pajak mendalami dugaan tax avoidance yang dilakukan oleh 

perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema transfer pricing melalui anak 

perusahaan yang berada di Singapura. Coaltrade Service International anak perusahaannya di 

Singapura telah mengatur sedemikian rupa, diketahui dengan menjual batu bara ke Coaltrade 

Service dengan harga jual yang lebih murah kemudian batu bara tersebut di jual ke negara lain 

dengan harga yang lebih tinggi sehingga pendapatan kena pajak di Indonesia menjadi lebih 

murah. Dengan cara tersebut Adaro berhasil meminimalkan pembayaran pajak hingga 125 juta 
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dollar atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah daripada yang seharusnya 

dibayarkan di Indonesia. (Sugianto, 2019). 

Tax avoidance merupakan tindakan penghindaran pajak yang bersifat legal karena tidak 

melanggar perundang-undangan perpajakan, dengan memanfaatkan titik lemah atau hal-hal 

yang tidak diatur dalam undang-undang (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Tax avoidance 

sebagai penghematan pembayaran pajak tidak dilarang tetapi seringkali mendapat pandangan 

kurang baik dari Direktorat Jendral Pajak karena diaggap memiliki konotasi negative. 

Penghindaran pajak dihitung menggunakan ETR (Effective Tax Rate) yaitu beban pajak dibagi 

dengan laba sebelum pajak. Dapat dikatakan tax avoidance adalah persoalan yang rumit dan 

unik oleh karena itu dalam pelaksanaan tax avoidance sebaiknya dibawah pengawasan. 

Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi dalam mengambil tindakan tax 

avoidance, yaitu good corporate governance dan ukuran perusahaan. 

Mekanisme Good corporate governance yang baik akan mempermudah perusahaan dalam 

memaksimumkan laba. Keberadaan mekanisme good corporate governance merupakan wujud 

penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk 

mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis (Tandean, 

2017). Good corporate governance memiliki dasar tujuan untuk memberikan pengawasan 

terhadap kinerja pengelolaan perusahaan dan telah mengatur penerapan-penerapan yang harus 

dilakukan perusahaan agar dapat terus berkembang namun tidak bertentangan dengan 

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya peraturan perpajakan. Dalam hal ini 

good corporate governance berperan sebagai mekanisme membantu memastikan agar tata 

kelola perusahaan dalam memenuhi kewajiban pepajakan tetap berjalan dibawah hukum yang 

berlaku dan dalam koridor penghindaran pajak yang bersifat legal. Mekanisme good corporate 
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governance dibagi menjadi dua golongan, yaitu mekanisme eksternal dan internal dalam 

perusahaan. Menurut Fadhilah (2014) dalam Praditasari & Setiawan (2017), mekanisme 

internal merupakan usaha perusahaan dalam mengendalikan perusahaan dengan proses dan 

struktur internal di antaranya yaitu, proporsi dewan komisaris, komposisi dewan direksi, rapat 

umum pemegang saham, pertemuan dengan board of director, dan proporsi dewan komisaris 

indepeden. Mekanisme secara eksternal merupakan usaha pengawasan oleh perusahaan, 

pengendalian pasar, dan struktur kepemilikan. Dalam pelaksanaannya, GCG menjadi lebih 

efektif karena di bawah pengaruh oleh keberadaan organ perusahaan antara lain, rapat umum 

pemegang saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris. RUPS sebagai organ perusahaan 

memberikan kontribusi terhadap shareholders, sedangkan dewan komisaris merupakan organ 

perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengontrol  serta memberikan nasihat kepada 

direksi. Dalam memenuhi tanggung jawabnya dewan komisaris dapat dibantu oleh beberapa 

komite, salah satunya komite audit. 

Good corporate governance yang di berlakukan dengan baik semestinya sejalan dengan 

definisi pajak adalah sebagai kewajiban. Penerapan mekanisme good corporate governance 

dalam penelitian ini melalui beberapa proksi mekanisme internal seperti dewan komisaris 

independen, kepemilikan institusional, dan komite audit. Sedangkan melalui mekanisme 

eksternal yaitu struktur kepemilikan saham merupakan kepemilikan institusional perusahaan, 

Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak 

memegang jabatan dalam perusahaan. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan keberadaan 

komisaris independen jumlahnya wajib paling kurang tiga puluh persen dari jumlah seluruh 

anggota dewan komisaris perusahaan. Bertanggung jawab untuk mendukung efektivitas 

perusahaan dan membantu untuk mengawasi secara keseluruhan jalannya operasional 
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perusahaan.  Keberadaan komisaris independen diharapkan berdampak positif terhadap kinerja 

perusahaan. Adanya tanggung jawab antar komisaris independen dengan pemegang saham 

berdampak terhadap fokus komisaris independen untuk memaksimalkan laba sehingga 

kemungkinan terjadi tax avoidance semakin meningkat.  Pernyataan tersebut didukung dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan (2017) yang menunjukan hasil 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance  dan Mulyani et al. (2018) 

sependapat dengan hasil penelitian komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance, sedangkan menurut Arinta (2018) penelitiannya menujukan hasil komisaris 

independen berpengaruh positif terhadap tax avoidance.  

Proksi komite audit yang mempunyai tujuan utama pembetukannya adalah membantu 

tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

anggota komite audit minimal terdiri dari 3 anggota. Komite audit bertanggung jawab dalam 

bidang good corporate governance untuk memastikan perusahaan sudah berjalan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini yaitu memastikan perusahaan sudah berjalan 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan membantu memberikan pendapat, 

nasihat kepada dewan komisaris. Jumlah komite audit yang tinggi mempengaruhi tingkat 

pengendalian laporan keuangan sehingga sulit untuk melaksanakan tax avoidance. Pernyataan 

tersebut didukung oleh penelitian Tandean (2017) yang memberikan hasil bahwa komite audit 

berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance sedangkan menurut Hidayat (2020) 

menunjukan hasil komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance, 

hasil penelitian Oktavia et al. (2020) sependapat bahwa  komite audit tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance 
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Hidayat (2020) mendefinisikan kepemillikan institusional merupakan kepemilikan saham 

yang kepemilikannya dimiliki institusi lain seperti bank, asuransi. Menurut Sandy & 

Lukviarman (2015) kepemilikan institusional mempunyai beberapa kelebihan seperti memiliki 

profesionalisme untuk menganalisa dan menguji keandalan informasi kemudian mempunyai 

motivasi yang lebih kuat dalam melaksanakan pengawasan yang lebih ketat terhadap 

operasional internal perusahaan. Kepemilikan institusional perusahaan karena memiliki 

pengaruh yang penting bagi perusahaan dalam memonitor operasional perusahaan seperti 

aktivitas manajemen perpajakan, mendorong tingkat pengawasan yang lebih optimal sehingga 

mempengaruhi tindakan tax avoidance. Harapan dari pihak institusional untuk perusahaan 

memaksimalkan laba nanti nya akan mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan tax 

avoidance. Pernyataan tersebut didukung oleh Ngadiman & Puspitasari (2017) yang 

menunjukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax 

avoidance dan hasil penelitian Marlinda et al. (2020) menyimpulkan bahwa kepemilikan 

institusional memiliki pengaruh terhadap tax avoidance sedangkan menurut Tandean (2017) 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh dalam mengurangi tindakan tax avoidance. 

Salah satu faktor penentu untuk melakukan tax avoidance adalah karakteristik perusahaan. 

Karakteristik perusahaan dapat dikatakan sebagai ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu 

usaha yang dapat dilihat dari beberapa sudut, salah satunya adalah ukuran perusahaan. Ukuran 

perusahaan digunakan sebagai skala penentu besar kecilnya sebuah perusahaan dapat 

didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan 

sebagainya. Berdasarkan penelitan yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) dalam 

Koming & Praditasari (2017) Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi 

pusat perhatian dari pemerintah sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer 
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perusahaan untuk berlaku patuh dalam perpajakan Penelitian yang dilakukan Praditasari dan 

Setiawan (2017) Oktavia, Jefri, Kusuma (2020)  menunjukan hasil ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif pada tax avoidance sedangkan menurut Putri, Nazar, Kurnia (2018) 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Sandra & Edeline (2018), hasil penelitian menunjukan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap tax avoidance.  

Dikarenakan masih terdapat adanya perbedaan hasil penelitian, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Mekanisme Good corporate governance dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Tax avoidance” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka beberapa masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap tax avoidance? 

2. Apakah komposisi dewan direksi independen berpengaruh terhadap tax avoidance? 

3. Apakah rapat umum pemegang saham berpengaruh terhadap tax avoidance? 

4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance? 

5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance? 

6. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance? 

7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat dengan tujuan lebih fokus dalam 

membahas masing-masing variabel, serta tidak menyimpang dari arah dan sasaran 

penelitian. Penulis membatasi masalah pada : 

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance? 

3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance? 

D. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan penelitian dan 

memudahkan dalam pembahasan. Mengingat adanya keterbatasan penelitian berupa waktu, 

dan tenaga maka adanya pembatasan penelitian sebagai berikut : 

1. Objek penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap perusahaan sektor energy dan basic materials yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada periode 2018-2021 sebagai tahun pengamatan. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan penelitian yang telah dibuat, maka peneliti 

merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu : “Apakah dewan komisaris independen, 
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kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax 

avoidance pada perusahaan sektor energy dan basic materials?” 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap tax 

avoidance. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komite audit terhadap tax avoidance. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. 

G. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai 

pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai 

akuntansi dan pajak dan mampu menunjukkan bukti empiris tentang pengaruh 

pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance 

b. Bagi perusahaan 
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Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi perusahaan yang dijadikan 

sample dalam penelitian ini apakah dewan komisaris independen, kepemilikan 

institusional, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Sehingga perusahaan bisa membuat kebijakan mengenai sikap perusahaan terhadap 

kewajiban perpajakan. 

c. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan investor. 

d. Bagi Direktorat Jendral Pajak 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai 

pentingnya good corporate governance dan ukuran perusahaan dalam perpajakan, 

sehingga Direktorat Jendral Pajak dapat memberikan sosialisasi dalam upaya 

membangun good corporate governance baik oleh wajib pajak orang pribadi atau pun 

wajib pajak badan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan mendeskripsikan tentang landasan teoritis, penelitian-penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Landasan teoritis membahas teori-teori yang menjadi 

dasar dan mendukung topik penelitian ini. Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan pada 

penelitian ini akan dilampirkan sebagai bahan pertimbangan penelitian. 

Kerangka pemikiran sebagai gambaran utama pola pikir hubungan dari masing-masing 

variable yang terkait satu sama lain. Kemudian dari kerangka pemikiran dapat ditarik hipotesis 

dari penelitian ini. 

A. Landasan Teori 

1. Teori keagenan  

Teori yang mendeskripsikan hubungan antara dua pelaku ekonomi, yaitu pihak 

stakeholders sebagai prinsipal yang memperkerjakan pihak manajer dikenal sebagai agent. 

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan agensi terlaksana ketika ada satu 

atau lebih prinsipal yang mempekerjakan pihak lain dengan tujuan pendelegasian 

wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agent serta menjalakan aktivitas 

perusahaan atas nama pihak prinsipal sebaik mungkin. Menurut Tandean (2017) teori 

keagenan mengimplikasikan tentang adanya asimetri informasi diantara agent dan 

prinsipal. Asimetri informasi dapat diartikan sebagai kondisi dimana salah satu pihak 

dalam kegiatan ekonomi mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan pihak lain. 

Manajer atau agent selaku pengelola dan pihak yang menjalankan aktivitas perusahaan 

lebih unggul mengetahui informasi internal menyebabkan kesenjangan akan cangkupan 

luasnya infromasi yang diketahui oleh manajer dengan prinsipal.  
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Asimetri informasi dapat menyebabkan kondisi ketidakpastian informasi sehingga 

menimbulkan masalah keagenan, antara lain adverse selection dan moral hazard. Adverse 

selection merupakan kondisi dimana pihak prinsipal memiliki informasi lebih sedikit 

tentang kondisi dan prospek perusahaan, jika dibandingkan dengan pihak agent. Moral 

hazard terjadi dalam kegiatan ekonomi yang di laksanakan oleh agent dengan kondisi 

keputusan yang di ambil tidak diketahui sepenuhnya oleh pihak prinsipal, sehingga 

mengakibatkan agent bisa melakukan tindakan yang melanggar kontrak perjanjian 

perusahaan dan tidak menekan upaya dengan maksimal untuk kepentingan pemilik.  

Berdasarkan penelitian Eisenhardt (1989) teori agensi disertai dengan 3 asumsi 

mengenai sifat dasar manusia yaitu, manusia umumnya mementingkan kepentingan diri 

sendiri (self interest), daya pikir manusia terbatas terhadap presepsi masa yang akan datang 

(bounded rationality), dan manusia sebisa mungkin untuk menghindari resiko (risk 

averse). Berdasarkan asumsi mengenai sifat dasar manusia maka dapat disimpulkan bahwa 

setiap manusia bertindak hanya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri sehingga sebuah 

keputusan dalam kegiatan ekonomi tidak dapat memenuhi keinginan pihak agent maupun 

pihak prinsipal secara bersamaan.  

Masalah keagenan yang timbul dalam perusahaan dapat mempengaruhi tax 

avoidance karena adanya perbedaan kepentingan dan tujuan kedua belah pihak. Perbedaan 

kepentingan antara manajer selaku agent yang pada dasarnya mempunyai kepentingan 

pribadi yang bersangkutan dengan peningkatan presentase laba yang tinggi sehingga 

peningkatan kompensasi menjadi lebih tinggi, sedangkan pihak stakeholders selaku 

prinsipal mempunyai tujuan menekan biaya pajak melalui presentase laba yang rendah. 
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Dalam tujuan untuk menjembatani masalah keagenan timbul praktik tax avoidance 

sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat berjalan secara optimal. 

 

2. Perpajakan 

a. Definisi Pajak 

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2007)  Pasal 1, pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Dilansir dari https://www.pajak.go.id/id/pajak 

menurut direktorat jendral pajak , pajak ialah kontribusi dari orang pribadi atau 

badan yang bersifat  wajib dan memaksa didasari oleh Undang-Undang yang 

berlaku, tetapi tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara demi kemakmuran rakyat. 

b. Karakteristik Pajak 

Pajak memiliki karakterstik yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 

tahun (2007) , yaitu : 

(1) Pajak adalah kontribusi wajib yang memiliki sifat memaksa, 

(2) Pajak dipungut didasari oleh Undang-Undang yang berlaku, 

(3) Pajak tidak memberikan timbal balik secara langsung. 

  

https://www.pajak.go.id/id/pajak
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c. Fungsi Pajak 

Dalam lingkup ekonomi negara, dilansir melalui situs resmi Direktorat 

Jendral Pajak  terdapat 2 fungsi pajak, antara lain : 

(1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak berperan sebagai budgetair, artinya pajak merupakan sumber dari 

pendapatan negara yang bermanfaat untuk mengakomodasi pengeluaran 

dalam menjalankan tugas dan kebutuhan rutin negara serta pelaksanaan 

pembangunan untuk perkembangan negara. Seiring meningkatnya 

perkembangan negara yang menyebabkan kebutuhan semakin banyak 

pemerintah selalu mengupayakan peningkatan pendapatan pajak sehingga 

dapat menyesuaikan kebutuhan pembiayaan negara. 

(2) Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak berperan sebagai pengatur, artinya pajak merupakan alat negara  

dalam mengatur kebijakan pemerintah dalam aspek sosial dan ekonomi, 

serta berperan untuk membantu negara menggapai tujuan tertentu di luar 

lingkup ekonomi. 

(3) Fungsi Stabilitas 

Keberadaan pajak bermanfaat bagi pemerintah sarana untuk 

melaksanakan kebijakan yang berkaitan langsung  dengan stabilitas harga 

untuk menekan inflasi, di antara lain dapat dilakukan dengan mengatur 

peredaran uang di masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan pajak 

secara efektif dan efisien 
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(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pendapatan atas pajak yang sudah dipungut oleh negara akan 

dimanfaatkan untuk membiayai seluruh kepentingan umum, termasuk 

biaya pembangunan yang memberikan kesempatan kerja, sehingga 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

d. Jenis Pajak 

Menurut Waluyo (2017:12), pajak memiliki beberapa jenis yang 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu : 

(1) Pajak menurut golongan atau pembebanan , dikelompokan menjadi 2, 

yaitu : 

(a) Pajak langsung, pembebanan pajak  yang ditanggung atau dipikul 

sendiri oleh wajib pajak dengan arti lain tidak dapat ditanggung atau 

dibebankan kepada wajib pajak lain. 

(b) Pajak tidak langsung, pembebanan pajak yang dapat dilimpahkan 

atau dibebankan kepada orang lain. 

(2) Pajak menurut sifat, dikelompokan berdasarkan ciri-ciri prinsip, yaitu : 

(a) Pajak subjektif, pemungutan pajak yang memperhatikan kondisi 

subyek yang bersangkutan. 

(b) Pajak objektif, pengenaan pajak yang memperhatikan kondisi objek 

yang bersangkutan, tanpa memperhatikan kondisi subyek. 
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(3) Pajak menurut pemungut dan pengelolanya, yaitu : 

(a) Pajak Negara atau pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh 

instansi pemerintah pusat dan digunakan untuk kepentingan biaya 

rumah tangga Negara secara umum. 

(b) Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah setempat  dan digunakan untuk kepentingan biaya rumah 

tangga daerah masing-masing. 

3. Tax avoidance 

a. Definisi Tax avoidance 

Penghindaran pajak atau tax avoidance menurut N.A.Barr, S.R. James, A.R. Prest 

dalam Zain (2008:50) diartikan memanipulasi penghasilan yang pelaksanaannya legal, 

serta masih sesuai ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku dengan tujuan 

meminimalisasi pembayaran pajak yang terutang. Menurut Robert H. Anderson dalam 

Zain (2008:50) tax avoidance merupakan cara pengurangan pajak yang masih dalam 

lingkup ketentuan peraturan undang-undang perpajakan, dan dapat dibenarkan, 

terutama melalui perencanaan pajak. Upaya untuk mengurangi penghasilan kena pajak 

dengan tax avoidance merupakan persoalan yang rumit dan unik, karena upaya ini tidak 

melanggar peraturan undang-undang yang berlaku tetapi disisi pemerintah upaya 

tersebut tidak diinginkan karena berdampak pengurangan pendapatan negara. 

Dikutip dari (https://news.ddtc.co.id), pengertian tax avoidance menurut ahli yaitu 

Justice Reddy mengemukakan tax avoidance sebagai seni untuk menghindari pajak 

tanpa melanggar hukum, dan menurut James Kessler tax avoidance merupakan usaha-

usaha yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai upaya untuk meminimalkan pajak 

https://news.ddtc.co.id/
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dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat undang-

undang. 

b. Pengukuran Tax avoidance 

Tax avoidance dapat diukur menggunakan metode effective tax rate (ETR). ETR pada 

dasarnya merupakan presentase besar tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaant, 

yaitu dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. 

Semakin besar ETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak 

perusahaan. Hanlon & Heitzman (2010) menyatakan ada 3 jenis proksi yang umum 

diaplikasikan oleh perusahaan untuk melihat presentase nilai ETR perusahaan, yaitu : 

(1) Generally Accepted Accounting Ptinciple Effective Tax Rate (GAAP ETR) 

GAAP ETR merupakan nilai atau rate yang mempengaruhi laba, digunakan untuk 

strategi pajak yang tidak dapat menangguhkan pajak, GAAP ETR tidak dapat 

mengukur dalam jangka waktu yang panjang dikarenakan GAAP ETR memiliki 

kekurangan, yaitu penggunaan beban pajak sebagai pembilang. 

𝐺𝐴𝐴𝑃 𝐸𝑇𝑅 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

laba sebelum pajak
 

(2) Cash ETR 

Cash ETR merupakan refleksi dari kemampuan perusahaan untuk membayar 

sejumlah kecil nilai cash taxes dari pre-tax income menurut Dyreng at al (2008) 

𝐶𝐴𝑆𝐻 𝐸𝑇𝑅 =  
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
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(3) Current ETR 

Current ETR digunakan untuk mengukur total beban pajak dikurangi dengan pajak 

tangguhan Ayers et al (2009). Pengukuran bermanfaat untuk melihat nilai ETR 

perusahaan atas beban pajak saat ini. 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐸𝑇𝑅 =  
𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

4. Mekanisme Good Corporate Governance 

Istilah Corporate Governance diperkenalkan oleh Cadbury Committee dalam 

laporannya pada tahun 1992, yaitu “The Financial Aspects of Corporate Governance”. 

Menurut Cadbury Committee (1992) good corporate governance merupakan prinsip yang 

memandu dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keselarasan antara kekuatan dan 

kewenangan perusahaan dalam memberi tanggung jawab khususnya kepada para 

pemegang saham dan pemangku kepentingan umum. Berdasarkan Manossoh (2016) 

keberadaan corporate governance muncul karena adanya kepentingan perusahaan untuk 

memastikan dana yang ditanamkan oleh pihak penanam modal digunakan secara tepat dan 

efisien. Lebih jauh Shleifer & Vishny (1997) mengemukakan bawah good corporate 

governance merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa 

supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau return 

dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer atau dengan kata lain bagaimana supplier 

keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer 

Prinsip-prinsip utama dari good corporate governance menurut Kementerian 

BUMN (2012) No. SK-16/S.MBU/2012 pada bab II pasal 3 adalah transparansi 

(transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), 

independensi (independency), dan kewajaran (fairness). KNKG (2006) berpendapat yang 
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harus dipastikan oleh perusahaan adalah diterapkannya prinsip-prinsip good corporate 

governance diseluruh lingkup bisnis dan di seluruh jajaran internal perusahaan untuk 

mempermudah tercapainya kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan serta 

menciptakan pasar yang adil, terbuka, efisien serta sesuai dengan perundang-undangan. 

Good corporate governance yang berperan sebagai sistem, struktur, dan 

mekanisme dalam mendukung ketaatan manajemen terhadap pajak dianggap sangat 

penting, serta memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan atas 

perpajakan usaha. 

Dalam pelaksanaannya, good corporate governance memiliki mekanisme 

a. Dewan komisaris independen 

Definisi dewan komisaris menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2014) 

no. 33/POJK.04/2014 adalah organ emiten atau perusahaan yang memiliki 

tugas untuk melaksanakan pengawasan secara umum ataupun khusus 

berdasarkan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada Direksi.  

Dewan Komisaris Independen adalah anggota dari dewan komisaris yang 

asalnya berasal dari luar emiten atau perusahaan yang memenuhi persyaratan 

untuk menjadi komisaris independen sebagaimana yang diatur dalam peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (2014) no. 33/POJK.04/2014 yaitu, bukan merupakan 

individu yang bekerja atau memiliki tanggung jawab dalam memimpin, 

merencakanan, mengendalikan serta memantau kegiatan perusahaan, tidak 

memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan 

yang bersangkutan, tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan 

kepentingan usaha dengan perusahaan dan jajaran anggota perusahaan baik 
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secara langsung maupun tidak langsung. Otoritas Jasa Keuangan (2014) juga 

mengatur bahwa anggota komisaris independen wajib paling kurang 30% dari 

jumlah seluruh anggota dewan komisaris. 

Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk membantu menciptakan 

iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif, dapat menempatkan kewajaran 

(fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan 

pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. Sochib (2016) 

mengemukakan bahwa dewan komisaris merupakan jantung dari terlaksananya 

corporate governance yang ditugaskan untuk memastikan penerapan strategi 

perusahaan, mengendalikan manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 

bertanggung jawab untuk memantau terlaksananya akuntabilitas. 

b. Kepemilikan Institusional 

Menurut Siregar et al. (2005) kepemilikan institusional merupakan 

kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga keuangan seperti bank, dana 

pension, asuransi, dan investment banking. Damayanti & Susanto, (2016) 

keterikatan tanggug jawab perusahaan dengan pemegang saham, membuat 

pemilik instusional mempunyai hak untuk memastikan manajemen perusahaan 

membuat keputusan yang memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. 

Keberadaan kepemilikan insititusional memiliki dampak yang signifikan 

bagi perusahaan dalam pemantauan manajemen karena akan meningkatkan 

pengawasan secara optimal sehingga mempengaruhi praktik tax avoidance. 

Kepemilikan Institusional diukur menggunakan, 

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
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c. Komite Audit 

Menurut Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 

komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada 

dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan 

komisaris. Agar semua prinsip-prinsip yang tercakup dalam good corporate 

governance dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan sistem pengawasan 

dan pengendalian yang memadai dalam pengelolaan sebuah perusahaan. 

Sulisiyanto (2008:141) untuk membangun sistem pengawasan dan 

pengendalian yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua ppihak yang 

diperlukan yaitu komite audit dan komisaris independen.Komite audit 

merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam 

rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektifitas 

interndal dan eksternal audit. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit 

menurut Sulisiyanto (2008:141) melakukan pengawasan untuk meningkatkan 

efektifitas dalam menciptakan keterbukaan laporan keuangan yang berkualitas, 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 

pengawasan internal yang harus memadai. Komite audit berfungsi sebagai 

jembatan dijaringan komunikasi antara auditor internal dan eksternal dan 

dewan direksi, dan kegiatan mereka memperhitungan review auditor 

dinominasikan, keseluruhan ruang lingkup audit, hasil audit, kontrol keuangan 

internal dan informasi keuangan untuk publikasi 
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang 

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan 

bahwa komite audit harus beranggotakan paling sedikit terdiri dari 3 anggota 

yang asalnya dari luar emiten atau perusahaan dan komite audit harus 

mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga 

bulan dalam tiga bulan. Hal tersebut membantu agar komunikasi yang baik 

tetap terjaga Komite audit perusahaan yang membuat kesalahan dalam 

pelaporan keuangan memiliki jumlah angka pertemuan lebih sedikit daripada 

komite audit perusahaan yang tidak membuat kesalahan dalam pelaporan 

keuangan Beasley et al. (2004) dalam Pamudji & Trihartati (2010). Komite 

Audit dapat diukur menggunakan, 

𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 

5. Ukuran Perusahaan 

Berdasarkan penelitian Suwito & Herawaty (2005) ukuran perusahaan merupakan 

skala dimana dapat dikategorikan besar kecil perusahaan, yang dapat dilihat dari total 

aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain, sehingga ukuran perusahaan merupakan 

nilai yang menentukan besar kecilnya perusahaan. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2008 perusahaan dapat dikriteriakan dalam empat jenis antara lain 

usaha mikro merupakan usaha milik perorangan yang memiliki kekayaan paling banyak 

Rp 50.000.000 dengan total penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000. Usaha kecil 

merupakan usaha ekonomi yang produktif umumnya dimiliki oleh orang pribadi atau badan 

usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih minimal Rp 50.000.000 dan maksimal Rp 

500.000.000 dengan jumlah penjualan tahunan mulai dari Rp 300.000.000.000 sampai Rp 



24 

 

2.500.000.000. Usaha menengah  adalah usaha yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh 

orang pribadi ataupun badan usaha, umumnya memiliki kekayaan bersih minimal Rp 

500.000.000 hingga  Rp 2.500.000.000 dengan hasil penjualan tahunan sekitar Rp 

2.500.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.000 

Teori keagenan oleh Jensen & Meckling (1989) menyatakan bahwa perusahaan 

dengan ukuran besar mempunyai biaya keagenan yang lebih besar jika dibandingkan 

dengan perusahaan kecil. Penelitian Putri & Putra (2017) menyatakan bahwa semakin 

besar ukuran suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap peningkatan laba yang besar 

dan menyebabkan kompleksnya setiap transaksi yang terjadi, hal ini berpengaruh dengan 

pembayaran pajak yang akan semakin meningkat sehingga tidak dipungkiri jika 

perusahaan akan semakin fokus untuk melaksanakan praktik tax avoidance. Pengukuran 

besar kecil suatu perusahaan dapat dilihat melalui jumlah aktiva atau aset yang dimiliki, 

total penjualan perusahaan pada periode tertentu, total hutang pada periode tertentu, total 

aktiva perusahaan. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan usaha yang dilakukan penelitian untuk 

mendapatkan pembandingan kemudian digunakan sebagai ide baru untuk membuat 

penelitian selanjutnya. Topik mengenai tax avoidance sudah familiar diteliti. Berikut 

adalah beberapa penelitian terdahulu yang terikait dengan topik tax avoidance. 

Penelitian dilakukan oleh Vivi Adeyani Tandean pada tahun 2017 berjudul 

pengaruh  good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI  periode 2010 sampai dengan 2013. 
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Penelitian menggunakan analisis regresi berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan 

tidak cukup bukti berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan 

komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 

Penelitian dilakukan oleh Ni Koming Ayu Praditasari, Putu Ery Setiawan pada 

tahun 2017 berjudul pengaruh good corporate governance, ukuran perusahaan, leverage 

dan profitabilitas pada tax avoidance pada perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI periode 2011 sampai dengan 2015. Penelitian menggunakan analisis 

regresi linear berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada 

tax avoidance serta leverage dan profitabilitas berpengaruh positif pada tax avoidance. 

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada tax 

avoidance. 

Penelitian dilakukan oleh Sri Mulyani, Anita Wijayanti, Endang Masitoh pada 

tahun 2018 berjudul pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance pada 

perusahaan pertambangan periode 2014 sampai dengan 2016. Penelitian menggunakan 

analisis regresi linear berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, 

komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance, 

komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, kualitas audit tidak 

berpengaruh positif namun signifikan terhadap tax avoidance 

Penelitian dilakukan oleh Ngadiman dan Christiany Puspitasari pada tahun 2018 

berjudul pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap 
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penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di 

bursa efek indonesia 2010 sampai dengan 2012. Penelitian menggunakan analisis regresi 

linear berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel leverage 

tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan variabel kepemilikan 

institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

Pelnellitian dilakukan olelh Eldellinel dan Amellia Sandra pada tahun 2018 belrjudul 

pelngaruh ukuran pelrusahaan, meltodel akuntansi, dan struktur kelpelmilikan telrhadap tax 

avoidancel pada pelrusahaan manufaktur yang telrdaftar di bursa elfelk indonelsia pelriodel 2010 

sampai delngan 2013. Pelnellitian melnggunakan analisis relgrelsi belrganda dan belrdasarkan 

hasil dari pelnellitian melnyatakan bahwa ukuran pelrusahaan belrpelngaruh telrhadap 

pelnghindaran pajak, meltodel akuntansi belrpelngaruh telrhadap pelnghindaran pajak, dan 

struktur kelpelmilikan tidak belrpelngaruh telrhadap pelnghindaran pajak. 

Pelnellitian dilakukan olelh Aliftia Zulfika Putri, Muhammad Rafki Nazar, dan 

Kurnia pada tahun 2018 belrjudul pelngaruh corporatel govelrnancel dan ukuran pelrusahaan 

telrhadap tax avoidancel studi elmpiris pada pelrusahaan yang telrdaftar di indelks sri kelhati 

pelriodel 2013 – 2015. Pelnellitian melnggunakan analisis relgrelsi belrganda dan belrdasarkan 

hasil dari pelnellitian melnyatakan bahwa kelpelmilikan institusional, proporsi delwan 

komisaris indelpelndeln, komitel audit, kualitas audit dan ukuran pelrusahaan belrpelngaruh 

selcara belrsama-sama telrhadap tax avoidancel. Selcara parsial, proporsi delwan komisaris 

indelpelndeln dan komitel audit belrpelngaruh telrhadap tax avoidancel. Seldangkan kelpelmilikan 

institusional, kualitas audit, dan ukuran pelrusahaan tidak melmiliki pelngaruh yang 

signifikan telrhadap tax avoidancel. 
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Pelnellitian dilakukan olelh Asthari Oliviana dan Dul Muid pada tahun 2019 belrjudul 

pelngaruh good corporatel govelrnancel telrhadap tax avoidancel pada pelrusahaan manufaktur 

yang telrdaftar di BE lI  pelriodel 2014 sampai delngan 2017. Pelnellitian melnggunakan analisis 

relgrelsi belrganda dan belrdasarkan hasil dari pelnellitian melnyatakan bahwa karaktelr 

elkselkutif, delwan direlksi, dan komitel audit melmiliki pelngaruh yang signifikan nelgatif 

telrhadap tax avoidancel. Ukuran pelrusahaan dan komisaris indelpelndeln tidak belrpelngaruh 

selcara signifikan telrhadap tax avoidancel. Seldangkan rapat komitel audit dan kualitas audit 

melmiliki pelngaruh yang siginifikan positif telrhadap tax avoidancel. 

Pelnellitian dilakukan olelh Dian Elva Marlinda, Kartika Helndra Titisari, dan Elndang 

Masitoh pada tahun 2020 belrjudul pelngaruh good corporatel govelrnancel, profitabilitas, 

capital intelnsity, dan ukuran pelrusahaan telrhadap tax avoidancel pada pelrusahaan 

pelrbankan yang telrdaftar di BElI pelriodel 2016 sampai delngan 2018. Pelnellitian 

melnggunakan analisis relgrelsi linelar belrganda dan belrdasarkan hasil dari pelnellitian 

melnyatakan bahwa delwan komisaris tidak melmiliki pelngaruh telrhadap tax avoidance l., 

kelpelmilikan institusional melmiliki pelngaruh telrhadap tax avoidancel, komitel audit 

belrpelngaruh telrhadap tax avoidancel, profitabilitas tidak belrpelngaruh telrhadap tax 

avoidancel, ukuran pelrusahaan belrpelngaruh telrhadap tax avoidancel. 

Pelnellitian dilakukan olelh Vivi Oktavia , Ulfi Jelfri , Jaka Wijaya Kusuma pada 

tahun 2020 belrjudul  pelngaruh good corporatel govelrnancel dan ukuran pelrusahaan 

telrhadap tax avoidancel pada pelrusahaan propelrti dan relal elstatel yang telrdaftar di BElI 

Pelriodel 2015 sampai delngan 2018. Hasil pelnellitian melnyatakan bahwa variablel komisaris 

indelpelndeln tidak belrpelngaruh telrhadap tax avoidancel, variabell  komitel audit tidak 

belrpelngaruh telrhadap tax avoidancel, variabell ukuran pelrusahaan tidak belrpelngaruh 
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telrhadap tax avoidance l dan variabell komisaris indelpelndeln, komitel audit dan ukuran 

pelrusahaan tidak belrpelngaruh selcara simultan telrhadap tax avoidancel. 

Pelnellitian dilakukan olelh Fila Azizah Ismail dan Diamonalisa Sofiyanti pada tahun 

2021 belrjudul good corporatel govelrnancel dan ukuran pelrusahaan telrhadap tax avoidancel 

pada pelrusahaan food and belvelragel yang telrdaftar di BElI pelriodel 2017 sampai delngan 

2019. Pelnellitian melnggunakan analisis relgrelsi belrganda dan belrdasarkan hasil dari 

pelnellitian melnyatakan bahwa good corporatel govelrnancel belrpelngaruh positif signifikan 

telrhadap tax avoidancel dan ukuran pelrusahaan belrpelngaruh positif signifikan telrhadap tax 

avoidancel. 

C. Kerangka Pemikiran 

Pelnellitian ini belrtujuan untuk melnelliti pelngaruh dari 4 variabell indelpelndeln yaitu 

komisaris indelpelndeln (X1), kelpelmilikan institusional (X2), komitel audit (X3), dan ukuran 

pelrusahaan (X4) delngan variabell delpelndeln yaitu tax avoidancel (Y). 

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax avoidance 

Selcara garis belsar melnurut pelraturan Otoritas Jasa Keluangan (2014) no. 

33/POJK.04/2014 komisaris indelpelndeln melrupakan komisaris yang tidak belkelrja 

ataupun melmpunya welwelnang dalam aktivitas elmiteln atau pelrusahaan. Komisaris 

indelpelndeln melmiliki tanggung jawab untuk monitoring selcara umum maupun khusus 

pellaksanaan aktivitas pelrusahaan selpelrti melngawasi kelputusan manajelmeln pelrihal 

kelbijakan yang akan diputuskan teltap belrada di jalur yang selharusnya dan tidak 

mellanggar hukum telrmasuk melngelnai kelbijakan yang belrkaitan delngan pajak. Sellain 

itu, komisaris indelpelndelnt melmiliki welwelnang untuk melmbelrikan pelngarahan, 

peltunjuk, pelndapat kelpada direlksi. Kelbelradaan komisaris indelpelndeln dalam 
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melmbantu elfelktivitas pelrusahaan melmiliki dampak positif pada kinelrja pelrusahaan 

selhingga pelngarahan yang dibelrikan olelh komisaris indelpelndeln dapat melngurangi 

kelmungkinan asimeltri informasi yang selring telrjadi antara prinsipal dan ageln. 

Komisaris indelpelndeln melmiliki komitmeln delngan pelmelgang saham untuk 

melnye limbangkan kelpeltingan pelrusahaan delngan pelmelgang saham . Hal telrselbut 

melmbuat komisaris indelpelndeln melmpelrjuangkan keltaatan pajak, selhingga selmakin 

tinggi jumlah komisaris indelpelndeln dalam pelrusahaan dapat melmbantu melngurangi 

praktik tax avoidancel karelna selmakin tinggi jumlah komisaris indelpelndeln selmakin 

tinggi juga pelngawasan aktivitas elmiteln atau pelrusahaan yang belrkaitan langsung 

delngan pelrilaku opurtunistik.  

Argumelntasi telrselbut didukung delngan hasil pelnellitian Mulyani elt al., (2018) dan 

Praditasari & Seltiawan (2017) yang melnyatakan bahwa komisaris indelpelndeln 

belrpelngaruh nelgatif dan tidak signifikan telrhadap tax avoidancel. 

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax avoidance 

Kelbelradaan kelpelmilikan institusional melmiliki keldudukan pelnting dalam hal 

keltika pelrusahaan harus melmutuskan kelbijakan, selrta belrpelran untuk melngawasi 

jalannya opelrasional pelrusahaan. Tanggung jawab manajelmeln pelrusahaan sellain untuk 

melmelnuhi kelpelntingan dan tujuan pelrusahaan juga harus melnyelimbangkan delngan 

melmelnuhi kelpelntingan pihak institusional.  

Sandy & Lukviarman (2015) melngungkapkan jika tingkat kelpelmilikan saham 

pelrusahaan lelbih belsar dimiliki olelh institusi pelrusahaan lain ataupun pelmelrintah, 

melmbelrikan dampak pada pelngawasan pihak institusional telrhadap kinelrja manajelmeln 

pelrusahaan yang didasari delngan tujuan agar melmpelrolelh keluntungan selsuai delngan 
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yang diharapkan. Selhingga hal telrselbut melndorong manajelmeln pelrusahaan belrusaha 

untuk melnelkan pelmbayaran pajak selminimal mungkin, karelna pajak dipandang 

melngurangi laba belrsih. 

Salah satu stratelgi yang dapat dilakukan olelh pihak manajelmeln pelrusahaan yaitu 

mellakukan praktik tax avoidancel yang akan melmbantu untuk pelnghelmatan pajak, 

Amri (2017). Pelnghelmatan pelmbayaran pajak akan belrdampak telrhadap pelningkatan 

laba belrsih pelrusahaan selhingga melmbantu pihak manajelmeln dalam melmelnuhi 

harapan pihak institusional. Jika dikaitkan delngan pelran pelnting pihak institusional 

dalam pelngawasan kelgiatan opelrasional pelrusahaan selharusnya dapat melmbuat 

manajelmeln pelrusahaan untuk tidak mellakukan praktik tax avoidancel. Namun 

dikarelnakan adanya telkanan untuk melmelnuhi harapan pihak institusional, belrdampak 

bagi pihak manajelmeln untuk mellakukan tindakan tax avoidancel untuk melningkatkan 

laba pelrusahaan. Selhingga kelpelmilikan institusional yang tinggi selcara umum 

belrdampak lelbih agrelsif dalam melminimalkan belban pajak selhingga selmakin tinggi 

pellaksanaan tax avoidancel. 

Argumelntasi  telrselbut didukung delngan hasil pelnellitian Ngadiman & Puspitasari 

(2017) yang melnyatakan kelpelmilikan institusional belrpelngaruh signifikan telrhadap tax 

avoidancel. 

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax avoidance 

Komitel audit dibelntuk olelh delwan komisaris dan dipimpin olelh komisaris 

indelpelndeln. Kelbelradaan komitel audit belrtanggung jawab untuk melmbantu delwan 

komisaris mellaksanakan tugas, selhingga komitel audit dapat melmbantu dalam 

melkanismel monitoring pellaporan elkstelrnal pelrusahaan. Kelputusan Keltua Bapelpam-
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LK Nomor: Kelp-643/BL/2012 telntang Pelmbelntukan dan Peldoman Pellaksanaan Kelrja 

Komitel Audit melngelmukakan komitel audit melmiliki tugas dan tanggung jawab untuk 

mellakukan pelnellaahan telrhadap informasi keluangan yang dikelluarkan elmiteln atau 

pelrusahaan kelpada publik, mellakukan analisa telrhadap keltaatan elmiteln telrhadap 

pelraturan pelrundang-undangan yang belrlaku, melmbelrikan pelndapat selrta pandangan 

kelpada delwan komisaris belrkaitan delngan kelbijakan keluangan, akuntansi dan 

pelngelndalian intelrnal pelrusahaan.  

Belrdasarkan kelputusan Keltua Bapelpam-LK Nomor: Kelp-643/BL/2012 telntang 

Pelmbelntukan dan Peldoman Pellaksanaan Kelrja Komitel Audit minimal telrdiri dari 3 

orang anggota.  Belrkaitan delngan tugas dan tanggung jawab komitel audit untuk 

melmbantu pelrusahaan dalam melngawasi informasi laporan keluangan yang akan 

melmpelngaruhi laporan keluangan pelrusahaan karelna komitel audit akan melmastikan 

laporan keluangan yang disajikan sudah selsuai delngan prinsip akuntansi yang belrlaku, 

selhingga laporan keluangan melnjadi lelbih transparan. Selmakin banyak jumlah anggota 

komitel audit akan melmbelrikan dampak telrhadap pelngelndalian dalam kelbijakan 

laporan keluangan yang akan selmakin keltat dan sulit untuk mellakukan praktik tax 

avoidancel. Olelh selbab itu, selmakin tinggi jumlah komitel audit suatu pelrusahaan maka 

selmakin relndah tingkat pelrusahaan mellakukan praktik tax avoidancel. 

Argumeln telrselbut didukung delngan hasil pelnellitian Wahyudi (2014) dan Tandelan 

(2017) yang melnyatakan komitel audit belrpelngaruh nelgatif telrhadap tax avoidancel. 

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance 

Ukuran pelrusahaan dikatelgorikan melnjadi dua yaitu pelrusahaan kelcil dan 

pelrusahaan belsar. Melnurut Oliviana & Muid (2019) pelrusahaan delngan jumlah total 
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aselt yang belsar melnunjukkan bahwa pelrusahaan tellah melncapai tingkat keldelwasaan 

bahwasanya pelrusahaan telrselbut melmiliki arus kas yang sudah positif dan pelrusahaan 

dianggap melmiliki prospelk jangka panjang yang baik. Hal telrselbut melnunjukkan 

bahwa pelrusahaan lelbih stabil dan dapat melnghasilkan keluntungan yang lelbih belsar 

dibandingkan delngan pelrusahaan delngan total asselt yang lelbih kelcil. 

Belrdasarkan pelnellitian Tandelan & Winniel (2018) dalam Marlinda elt al. (2020) 

ukuran pelrusahaan yang belsar melmiliki kelmungkinan lelbih belsar bagi pelrusahaan 

untuk dapat dikelnal lelbih baik olelh publik selhingga melmudahkan untuk melndapatkan 

informasi melngelnai pelrusahaan. Hal telrselbut melmungkinkan melnjadi batasan dalam 

mellakukan tax avoidance l karelna pelrusahaan melnjadi sorotan dan sasaran dari 

kelputusan relgulator. Pelrusahaan delngan skala ukuran kelcil kurang dapat 

melngoptimalkan pelngellolaan pajak dikarelnakan kurangnya ahli dalam bidang 

pelrpajakan. Jika dibandingkan delngan ukuran pelrusahaan yang lelbih kelcil, telntu saja 

pelrusahaan delngan ukuran belsar lelbih belrpotelnsi melmiliki sumbelr daya manusia yang 

ahli dalam bidang pelngellolaan pajak pelrusahaan. Delngan kelunggulan sumbelr daya 

manusia ahli yang dimiliki olelh pelrusahaan ukuran belsar akan melmiliki dampak 

telrhadap upaya melningkatkan tax avoidancel dalam melngellola belban pajak. 

Argumeln telrselbut didukung delngan hasil pelnellitian Sandra & Eldellinel (2015) dan 

Marlinda elt al. (2020) yang melnyatakan ukuran pelrusahaan belrpelngaruh telrhdap tax 

avoidancel. 

  



33 

 

Gambar 2. 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Belrlandaskan kelrangka pelmikiran diatas, maka hipotelsis yang dirumuskan selbagai 

belrikut : 

H1 = Komisaris Indelpelndeln belrpelngaruh nelgatif telrhadap Tax avoidancel 

 H2 = Kelpelmilikan Institusional belrpelngaruh positif telrhadap Tax avoidancel 

 H3 = Komitel Audit belrpelngaruh nelgatif telrhadap Tax avoidancel 

 H4 = Ukuran Pelrusahaan belrpelngaruh positif telrhadap Tax avoidancel 

 

  

Komisaris Independen (X1) 

Kepemilikan Institusional (X2) 

Komite Audit (X3) 

Ukuran Perusahaan (X4) 

Tax avoidance (Y) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab tiga, pelnelliti akan melnguraikan melngelnai meltodel pelnellitian yang akan 

digunakan untuk mellaksanakan pelnellitian. Melncakup gambaran obyelk pelnellitian , delsain 

pelnellitian, variabell pelnellitian, telknik pelngumpulan data, telknik pelngambilan sampell dan telknik 

analisis data dalam pelngujian hipotelsis.  

Pada bab ini juga akan dipaparkan lelbih lanjut telrkait variabell yang ditelliti selrta proksi 

pelngukuran variabell, kelmudian sumbelr pelngambilan data dan meltodel pelngambilan sampell olelh 

pelnulis. Pelnellitian melnggunakan analisis data delngan meltodel relgrelsi linelr ganda delngan harapan 

pelnelliti dapat melmpelrolelh hasil yang signifikan telrhadap variabell yang diuji.  

A. Obyek Penelitian 

Obye lk yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah pelrusahaan yang telrmasuk 

dalam selktor elnelrgy dan basic matelrials telrdaftar di Bursa Elfelk Indonelsia. Pelnelliti 

mellakukan pelngamatan telrhadap data selkundelr belrupa annual relport dan financial relport 

pelrusahaan selktor elnelrgy dan basic matelrials  untuk pelriodel 2018 -2021. 

B. Desain Penelitian 

Pelnellitian ini melnggunakan delsain pelnellitian melnurut Coopelr & Schindlelr 

(2017:127) yang melngartikan selbagai selbagai struktur dan pelrelncanaan dari invelstigasi 

yang disusun untuk melndapat hasil atas pelrtanyaan pelnellitian.  
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1. Belrdasarkan tingkat pelrumusan masalah 

Pelnellitian di awali delngan hipotelsis selrta pelrtanyaan melngelnai pelnellitian kelmudian 

mellibatkan proseldur dan spelsifikasi sumbelr data yang telpat. Selhingga pelnellitian 

telrmasuk dalam katelgori studi formal (formalizeld study).  

2. Meltodel Pelngumpulan Data 

Pelnellitian ini telrmasuk kel dalam katelgori studi pelngamatan (obselrvational studiels). 

Data yang dibutuhkan untuk pelnellitian adalah data selkundelr yang belrupa data laporan 

tahunan yang dipelrolelh delngan melngunduh mellalui situs www.idnfinancials.com dan 

situs telrselndiri dari pelrusahaan kelmudian diolah untuk melndapatkan hasil pelnellitian. 

3. Pelngelndalian Variabell Pelnellitian 

Dalam pelnellitian ini pelnelliti tidak dapat melngontrol dan tidak dapat melmanipulasi 

variabell-variabell yang ditelliti. Pelnelliti hanya dapat melngamati dan mellaporkan apa 

yang tellah telrjadi atau apa yang seldang telrjadi dalam data yang sudah ada, selhingga 

pelnellitian ini telrmasuk dalam delsain pelnellitian selsuai fakta (elx post facto). Hal telrselbut 

melngurangi kelmungkinan manipulasi telrhadap variabell pelnellitian selhingga akan 

melminimalisasikan kelsalahan yang mungkin telrjadi dalam pellelnellitian ini. 

4. Tujuan Pelnellitian 

Pelnellitian ini belrtujuan untuk melngeltahui pelngaruh dari melkanismel good corporatel 

govelrnancel dan ukuran pelrusahaan telrhadap tax avoidancel. Delngan kaitan antara 

“pelngaruh” variabell indelpelndeln delngan “selbelrapa belsar pelngaruh” variabell delpelndeln. 

Selhingga pelnellitian ini telrmasuk dalam studi kausal (causal elxplanatory). 

  

http://www.idnfinancials.com/
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5. Belrdasarkan dimelnsi waktu 

Dimelnsi waktu pelnellitian melrupakan kombinasi antara timel selriels dan cross- 

selctional, karelna pelnellitian ini melngambil data dari pelrusahaan dan sellama pelriode l 

kurun waktu telrtelntu saja, (ovelr an elxtelndeld pelriod of timel) yaitu tiga tahun (2018-

2021).  

6. Belrdasarkan Ruang Lingkup Pelnellitian 

Pada pelnellitian ini telrmasuk dalam studi statistik (statistic studiels) selbab pelnellitian ini 

belrusaha melngeltahui ciri-ciri populasi delngan mellakukan pelnarikan kelsimpulan dari 

ciri-ciri sampell. Hipotelsis dalam pelnellitian ini akan diuji selcara kuantitatif delngan 

belrbagai uji statistik.  

7. Lingkungan Pelnellitian 

Pelnellitian telrgolongan selbagai pelnellitian lapangan (fielld study) dikarelnakan objelk 

pelnellitian ini belrada dalam lingkungan nyata yaitu pelrusahan selktor elnelrgy dan basic 

matelrials yang telrdaftar pada Bursa Elfelk Indonelsia pelriodel 2018-2021 dan bukan 

telrmasuk data simulasi. 

C. Variabel Penelitian 

Dalam pelnellitian ini telrdapat dua jelnis variabell pelnellitian, yaitu variabell yang 

telrikat (variabell delpelndeln) dan variabell belbas (variabell indelpelndeln)  selbagai belrikut : 

1. Variabell Delpelndeln 

Dalam pelnellitian ini, tax avoidancel belrkeldudukan selbagai variabell delpelndeln. Tax 

avoidancel melrupakan suatu upaya wajib pajak untuk melngurangi atau melnelkan hutang 

pajak yang harus dibayarkan delngan melmanfaatkan cellah yang tidak telrmasuk dalam 
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pelraturan pelrundang-undangan, selhingga tindakan tax avoidancel dapat dikatakan tidak 

mellanggar undang-undang yang belrlaku. Pelngukuran variabell delpelndeln yaitu tax 

avoidancel dalam pelnellitian ini melnggunakan rumus ElTR (Elffelctivel Tax Ratel). 

Pelnggunaan ElTR selbagai pelngukuran tax avoidancel karelna ElTR dianggap dapat 

melrflelksikan pelrbeldaan teltap laba buku delngan laba fiskal, Sandy & Lukviarman 

(2015). Proksi nilai ETR dengan tax avoidance berkebalikan dengan indikasi tax 

avoidance sendiri, jika ETR semakin besar tax avoidance semakin kecil sementara jika 

ETR semakin kecil tax avoidance akan semakin besar. Oleh sebab itu data ETR 

dikalikan dengan -1 agar proksi dengan tax avoidance dapat sejalan. Jika tarif pajak 

yang selharusnya dibayarkan olelh wajib pajak badan adalah selbelsar 22%, apabila hasil 

ElTR belrada dibawah maupun diatas 22% maka pelrusahaan diindikasi mellakukan tax 

avoidancel karelna pelmbayaran pajak yang tidak selsuai delngan tarif aturan yang 

belrlaku. Hanlon & Helitzman (2010) melmaparkan tarif ElTR dapat dihitung delngan total 

dari belban pajak pelnghasilan dibagi delngan laba selbellum pajak, selbagai belrikut : 

 𝐸𝑇𝑅 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

laba se lbe llum pajak
 

2. Variabell Indelpelndeln 

Variabell indelpelndeln atau bisa diselbut selbagai variabell belbas, adalah variabell yang 

belrkeldudukan untuk melmpelngaruhi variabell delpelndeln baik selcara positif atau 

nelgativel. Dalam pelnellitian ini, variabell indelpelndeln yang digunakan selbagai belrikut : 

A. Komisaris indelpelndeln 

Komisaris indelpelndeln selbagai individu yang tidak telraffiliasi dari pelrusahaan 

delngan tanggung jawab untuk melngawasi jalannya pelrusahaan untuk melnjaga 

keltaatan pajak, selhingga akan belrpelngaruh telrhadap tax avoidancel . Proporsi 
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delwan komisaris indelpelndeln  dapat diukur dari jumlah anggota komisaris 

indelpelndelnt dibagi delngan jumlah anggota delwan komisaris, selbagai belrikut :  

𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 

Proporsi komisaris indelpelndeln pada pelnellitian ini di ukur belrdasarkan 

pelnellitian yang dilakukan olelh Marlinda elt al. (2020)  

 

B. Kelpelmilikan Institusional 

Kelpelmilikan institusional melrupakan kelpelmilikan saham pelrusahaan olelh 

lelmbaga di luar pelrusahaan atau pihak institusional (Sirelgar elt al., 2005). Belsar 

kelcilnya kelpelmilikan institusional akan belrpelngaruh telrhadap kelbijakan yang 

diambil olelh pelrusahaan selhingga akan belrdampak telrhadap tax avoidancel. 

Kelpelmilikan institusional dapat diukur  delngan jumlah prelselntasel saham yang 

dimiliki olelh pihak-pihak institusional dibagi delngan jumlah saham yang 

ditelrbitkan, selbagai belrikut :  

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛
 

C. Komitel Audit 

Komitel audit melrupakan komitel yang dibelntuk delngan tujuan untuk melmbantu 

tugas dan tanggung jawab delwan komisaris. Tanggung jawab komitel audit untuk 

mellakukan analisa informasi laporan keluangan apakah sudah selsuai pelraturan 

pelrundang-undangan yang belrlaku. Selhingga kelbelradaan komitel audit melmiliki 

pelngaruh telrhadap tax avoidancel. 
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Belrdasarkan Pelraturan Otoritas Jasa Keluangan Nomor 55/POJK.04/2015 dan 

jumlah anggota komitel audit selkurang-kurangnya harus telrdiri dari 3 anggota 

telrmasuk keltua komitel audit. Komitel audit dapat diukur melnggunakan jumlah 

anggota komitel audit di  pelrusahaan, selbagai belrikut : 

𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 

D. Ukuran Pelrusahaan 

Ukuran pelrusahaan adalah skala katelgori belsar atau kelcilnya suatu pelrusahaan 

yang dapat dilihat mellalui jumlah aselt yang dimiliki. Belrdasarkan pelnellitian olelh 

Tandelan (2017), ukuran pelrusahaan dapat diukur delngan hasil logaritma natural 

dari total asselt (natural logarithm total asselt). Pelngukuran telrselbut delngan 

pelrtimbangan total aselt pelrusahaan lelbih stabil jika dibandingkan delngan jumlah 

pelnjualan dan nilai kapitalisasi pasar , selbagai belrikut 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 = 𝐿𝑛 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡) 

  



40 

 

Tabel 3. 1 

Operasional Variabel 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Telknik pelngumpulan data yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah dokumelntasi 

telknik obselrvasi. Telknik obselrvasi adalah suatu telknik yang mellibatkan kelgiatan mellihat, 

melncatat, melnganalisis, dan melngintelrpreltasikan pelrilaku, tindakan atau pelristiwa selcara 

telrelncana (Uma & Rogelr, 2013). Data yang digunakan dalam pelnellitian ini melnggunakan 

data selkundelr. Data selkundelr (selcondary data) yang dikumpulkan olelh pelnelliti melngarah 

pada informasi dari sumbelr-sumbelr yang sudah ada (Uma & Rogelr, 2013). Data selkundelr 

yang digunakan antara lain : 

Data selkundelr yang digunakan antara lain : 

1. Data melngelnai laporan tahunan dan laporan keluangan pelrusahaan di selktor elnelrgy dan 

basic matelrials yang telrdaftar di Bursa Elfelk Indonelsia sellama pelriodel pelngamatan 

2018-2021.  

No Variabel Jenis Indikator Rumus Skala 

1 
Tax 

avoidance 
Dependen ETR 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔h𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
 Rasio 

2 

Dewan 

Komisaris 

Independen 

Independen DKI 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎h 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎h 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 Rasio 

3 
Kepemilikan 

Institusional 
Independen KI 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎h 𝑠𝑎h𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎h 𝑠𝑎h𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛
 Rasio 

4 
Komite 

Audit 
Independen KA 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎h 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 Rasio 

5 
Ukuran 

Perusahaan 
Independen SIZE 𝐿𝑛 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡) Rasio 
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2. Data yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah total belban pajak pelnghasilan, laba 

selbellum pajak, jumlah komisaris indelpelndeln, jumlah anggota delwan komisaris dalam 

suatu pelrusahaan, jumlah saham yang dimiliki olelh pihak institusi, jumlah saham yang 

ditelrbitkan pelrusahaan, jumlah anggota komitel audit, dan total jumlah aselt yang 

dimiliki pelrusahaan. 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam pelnellitian ini, sampell yang diambil adalah non-probability sampling 

melnggunakan meltodel purposivel sampling. Non-probability sampling adalah telknik 

sampling yang tidak melmbelri pelluang atau kelselmpatan yang sama untuk selluruh anggota 

populasi yang akan dipilih melnjadi sampell. Seldangkan meltodel purposivel sampling atau 

dapat diselbut juga judgmelntal sampling adalah pelngambilan sampell yang didasari olelh 

kritelria atau pelnilaian telrtelntu. Data yang akan dijadikan sampell, dikumpulkan delngan 

melnelliti laporan keluangan pelrusahaan selktor elnelrgy dan basic matelrials mellalui kritelria-

kritelria yang sudah ditelntukan.Kritelria ditelntukan delngan tujuan untuk melmudahkan 

pelnelliti dalam melnellusuri situasi atau obye lk laporan keluangan. Adapun kritelria - kritelria 

yang digunakan dalam pelnellitian selbagai belrikut : 

1. Pelrusahaan sub selktor elnelrgy dan basic matelrials yang telrdaftar di Bursa Elfelk 

Indonelsia (BElI). 

2. Pelrusahaan tidak listing atau IPO di luar pelriodel pelnellitian yaitu 2020 – 2023. 

3. Pelrusahaan tidak melmiliki laba nelgatif atau rugi. 

4. Pelrusahaan melmiliki Elffelctivel Tax Ratel tahun 2018 sampai 2019 lelbih kelcil 

dari 25% dan tahun 2020 sampai 2021 lelbih kelcil dari 22% 
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5. Pelrusahaan melngungkapkan pelnyajian data yang lelngkap selhingga selsuai 

delngan kelpelrluan pelnellitian tiap variabell. 

Tabel 3. 2 

Kriterian Pengambilan Sampel 

Pelrusahaan sub selktor elnelrgy dan basic matelrials yang 

telrdaftar di Bursa Elfelk Indonelsia (BElI) 

175 pelrusahaan 

Dikurang :   

Pelrusahaan listing atau IPO di luar pelriodel tahun pelnellitian 

yaitu 2020 – 2023. 

29 pelrusahaan 

Pelrusahaan melmiliki laba nelgatif atau rugi. 66 pelrusahaan 

Pelrusahaan melmiliki Elffelctivel Tax Ratel tahun 2019 lelbih 

belsar dari 25% dan tahun 2020 sampai 2021 lelbih kelcil dari 

22% 

54 pelrusahaan 

Pelrusahaan tidak melnyajikan data yang lelngkap selhingga 

tidak melmelnuhi kelpelrluan pelnellitian tiap variabell. 

16 pelrusahaan 

Jumlah pelrusahaan yang melnjadi sampell pelnellitian 10 pelrusahaan 

Tahun pelngamatan pelnellitian  4 tahun 

Jumlah total data sampell pelnellitian (4 tahun x 10 pelrusahaan) 40 sampell 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Kesamaan Koefisien Regresi / Pooling 

Data yang digunakan dalam pelnellitian ini melrupakan campuran antara data time l 

selriels dan cross-selctional, selhingga selbellum pelngujian dilakukan pelrlu dikeltahui apakah 

data dapat dilakukan. Belrikut langkah – langkah pelngujian data pooling selbagai belrikut : 

a. Pelngujian melnggunakan variabell dummy untuk 4 tahun yang ditelliti, 

Dummy 1 akan belrnilai 1 untuk tahun 2018, sellainnya adalah 0. 

Dummy 2 akan belrnilai 1 untuk tahun 2019, sellainnya adalah 0. 

Dummy 3 akan belrnilai 1 untuk tahun 2020, sellainnya adalah 0. 

b. Relgrelsi delngan variabell lain 

c. Krielria hasil uji  kelsamaan koelfisieln relgrelsi adalah : 

(1) Jika nilai sig < α (0,05), maka telrdapat pelrbeldaan koelfisieln dan tidak dapat 

dilakukan pooling. Olelh karelna itu, pelngujian data pelnellitian harus 

dilakukan pelr-tahun.  

(2) Jika nilai sig > α (0,05), maka tidak telrdapat pelrbeldaan koelfisieln dan dapat 

dilakukan pooling. Olelh selbab itu, pelngujian data pelnellitian dapat 

dilakukan sellama pelriodel pelnellitian dalam 1 kali uji. 

2. Statistik Deskriptif 

Belrdasarkan Ghozali (2018:19), statistik delskriptif melmiliki fungsi untuk melmbelri 

delskripsi atau gambaran dari data delngan mellihat dari nilai rata-rata (melan), standar 

delviasi, varian, maksimum, minimum, sum, rangel, kurtosis selrta skelwnelss (kelmelncelngan 

distribusi). Selsuai delngan nama statistik delskriptif, delksriptif dapat diartikan hanya 

melmbelrikan delskripsi melngelnai keladaan suatu geljala yang tellah dicatat melnggunakan alat 
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ukur dan diolah selsuai delngan fungsinya, kelmudian hasil pelngolahan disajikan dalam 

belntuk angka selhingga data lelbih mudah untuk dipahami,. 

Analisis statistik delskriptif pada pelnellitian ini digunakan untuk melngeltahui nilai 

statistik atas variabell-variabell yang ditelliti  dalam pelnellitian, yakni delwan komisaris 

indelpelndeln, kelpelmilikan institusional, komitel audit, dan ukuran pelrusahaan.  

3. Uji Asumsi Klasik 

Pada pelnellitian ini uji asumsi klasik dibutuhkan belrtujuan untuk melngeltahui modell 

relgrelsi yang digunakan sudah telrbelbas dari pelnyimpangan asumsi dan melmelnuhi syarat 

untuk melndapatkan linielr yang baik selbellum dilakukan pelngujian relgrelsi. Pelnelliti 

mellakukan uji asumsi klasik delngan mellakukan uji normalitas, uji multikolonielritas, uji 

autokorellasi dan uji heltelroskeldastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melnguji modell relgrelsi yang digunakan apakah variabell 

pelngganggu atau relsidual melmiliki distribusi normal, (Ghozali, 2018:161). Selcara 

umum dikeltahui bahwa uji t dan F melngasumsikan bahwasannya nilai relsidual 

melngikuti distribusi normal. Nilai relsidual dapat dikatakan belrdistribusi normal jika 

nilai probabilitas signifikan lelbih belsar dari 0,05 yang dilihat adalah hasil uji 

melnggunakan uji statistik non-parameltik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika asumsi 

telrselbut dilanggar, maka uji normalitas dapat dikatakan tidak valid. Melnurut (Ghozali, 

2018:162) uji normalitas dapat dilakukan delngan langkah : 

(1) Hipotelsis 

Ho : hasil uji data dapat belrdistribusi selcara normal 

Ha : hasil uji data tidak dapat belrdistribusi selcara normal 
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(2) Tingkat kelsalahan adalah (α) = 0,05 (5%) 

(3) Kritelria pelngambilan kelputusan 

Hipotelsis Ho ditelrima jika hasil pelngujian lelbih belsar dari tingkat kelsalahan 0,05 

(5%), jika selbaliknya maka hipotelsis Ha ditelrima delngan arti data tidak 

belrdistribusi selcara normal. 

b. Uji Multikolonielritas 

Uji multikolonielritas melmiliki tujuan untuk melnguji modell relgrelsi apakah dalam 

pelnellitian ditelmukan korellasi antar variabell belbas (variabell indelpelndeln), selhingga 

modell relgrelsi yang baik selharusnya tidak ditelmukan korellasi di antara variabell 

indelpelndeln, Ghozali (2018:107). Variabell indelpelndeln dapat dikatakan tidak ortogonal 

jika variabell saling belrkolelrasi. Variabell ortogonal melrupakan variabell indelpelndelnt 

yang melmiliki nilai korellasi antar variabell indelpelndeln sama delngan nol. Melndeltelksi 

multikolinielritas dapat diamati delngan mellihat tolelrancel valuel dan VIF (Variance l 

Inflation Factor) dari hasil pelngujian.  

Syarat untuk melndeltelksi multikolonielritas dapat diamati mellalui batas tolelrancel value l 

adalah lelbih belsar dari  0,10 seldangkan batas VIF adalah lelbih kelcil dari10 maka tidak 

telrjadi multikolonielritas. Apabila hasil pelngujian melnunjukan selbaliknya, maka telrjadi 

multikolonielritas dalam modell relgrelsi telrselbut, (Ghozali, 2018:108-109). 

c. Uji Heltelrokeldastisitas 

Belrdasarkan Ghozali (2018:137) uji heltelrokeldastisitas melmiliki tujuan untuk melnguji 

modell relgrelsi apakah telrjadi keltidaksamaan variancel dari relsidual satu pelngmatan ke l 

pelngamatan lain. Varian relsidual diselbut homoskeldastisitas jika varian relsidual satu 

pelngamatan yang lain teltap, teltapi apabila belrbelda maka diselbut heltelrokeldastisitas. 
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Homoskeldastisitas melrupakan modell relgrelsi yang baik atau dapat dikatakan tidak 

telrjadi heltelroskeldasitisitas. Pelnellitian ini melnguji heltelrokeldasitisitas delngan meltodel 

uji park, melnurut Ghozali (2018:140-142) dapat dilakukan delngan cara : 

(1)  Melmpelrolelh nilai Sig. pada tablel coelfficielnts 

(2) Hasil pelngujian delngan tingkat kelsalahan (α) = 0,05 (5%) 

(3) Kritelria pelngambilan kelputusan 

(a) Modell relgrelsi telrjadi heltelrokeldastisitas apabila nilai Sig. < α 0,05 (5%) 

(b) Modell relgrelsi tidak telrjadi heltelrokeldastisitas apabila nilai Sig. > α 0,05 (5%) 

d. Uji Autokorellasi 

Uji autokorellasi melmiliki tujuan untuk melnguji modell relgrelsi linelar melmiliki korellasi 

antara kelsalahan pelngganggu pada pelriodel t delngan kelsalahan pelngganggu pada 

pelriodel t-1 (selbellumnya). Problelm autokorellasi dikatakan apabila telrjadi korellasi pada 

modell relgrelsi. Telrdapat autokorellasi dikarelnakan obselrvasi yang belrurutan selpanjang 

waktu belrkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karelna relsidual (kelsalahan 

pelngganggu) tidak belbas dari satu obselrvasi kel obselrvasi lainnya. Hal telrselbut selring 

ditelmukan pada data yang melmiliki runtut waktu (timel selriels) karelna “gangguan” yang 

telrjadi pada individua tau kellompok celndelnrung untuk melmpelngaruhi “gangguan” 

telrhadap individu atau kellompok yang sama dalam pelriodel belrikutnya. Melnurut 

Ghozali (2018:111-112) modell relgrelsi yang baik adalah relgrelsi yang telrbelbas dari 

autokorellasi.  

Autokorellasi dapat dideltelksi delngan uji Run Telst. Uji run telst dapat digunakan untuk 

mellihat apakah data relsidual telrjadi selcara random atau sistelmatis. Hipotelsis yang 

digunakan dalam uji Run telst Ghozali (2018:121-122), yaitu:  
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Ho : relsidual (rels_1) random (acak).  

Ha : relsidual (rels_1) tidak random. 

Dasar pelngambilan kelputusan uji run telst adalah : 

(1) Jika nilai Asymp. Sig. (2-taileld) < dari 0,05 maka telrdapat geljala autokorellasi. 

(2) Jika nilai Asymp. Sig. (2-taileld) > dari 0,05 maka tidak telrdapat geljala autokorellasi. 

4. Analisis Regresi Linear Ganda 

Pada dasarnya analisis relgrelsi melrupakan studi melngelnai keltelrgantungan variabell 

telrikat delngan satu atau lelbih variabell belbas delngan tujuan melngelstimasikan dan/atau 

melmpreldiksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabell telrikatyang disarkan delngan 

nilai variabell belbas yang dikeltahui,  Gujarat (2003) dalam (Ghozali, 2018:95). Sellain untuk 

melngukur kelkuatan hubungan antara dua variabell atau lelbih, analisis relgrelsi linelar 

belrganda bisa melnunjukkan arah hubungan antar variabell belbas delngan variabell telrikat. 

Analisis relgrelsi belrganda digunakan untuk melnguji pelngaruh lelbih dari satu variabell belbas 

telrhadap satu variabell telrikat (Ghozali, 2018:95) 

Dalam landasan analisis relgrelsi untuk melngelstimasikan variabell delpelndeln , 

biasanya diselbut delngan Ordinary Le last Squarels (pangkat kuadrat kelcil biasa). Meltodel 

OLS melmbantu untuk melminimalisasi jumlah kuadrat delngan melngelstimasikan suatu 

garis relgrelsi dari kuadrat kelsalahan (Ghozali, 2018:96). Analisis relgrelsi belrganda 

digunakan belrtujuan untuk melmbuktikan hipotelsis melngelnai pelngaruh dari delwan 

komisaris indelpelndeln, kelpelmilikan institusional, komitel audit, dan ukuran pelrusahaan 

telrhadap tax avoidancel. Modell yang digunakan relgrelsi linelar belrganda selbagai belrikut : 

Y = α0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + ε 
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Keltelrangan : 

Y = Tax avoidancel 

 α0 = Konstanta  

β1 β2 β3 β4 = Koelfisieln Relgrelsi  

X1 = Delwan Komisaris Indelpelndeln 

X2 = Kelpelmilikan Institusional 

X3 = Komitel Audit 

X4 = Ukuran Pelrusahan 

ε = Elrror 

5. Pengujian Hipotesis 

Dalam pelnellitian ini, pelngujian hipotelsis diuji melnggunakan :  

a. Uji statistik F 

Tujuan pelngujian statistik F dalam pelnellitian ini adalah melngeltahui apakah variabell 

indelpelndeln melmpunyai pelngaruh selcara simultan atau belrsama-sama telrhadap 

variabell delpelndeln (Ghozali, 2018:179). Hipotelsis akan di uji delngan pelrnyataan bahwa 

β1, β2, β3 selcara simultan sama delngan nol, atau :  

Ho : β1 = β2 = ……… = βk = 0  

Ha : β1 ≠ β2 ≠ ……… ≠ βk ≠ 0 

Uji F melmiliki kritelria delngan tingkat signifikansi selbelsar 5% atau 0,05. Jika hasil uji 

dipelrolelh nilai signifikasi lelbih kelcil dari 5% dapat disimpulkan selluruh variabell 

indelpelndeln selcara simultan melmiliki pelngaruh telrhadap variabell delpelndeln, namun 

apabila nilai signifikasi melnunjukkan hasil lelbih belsar dari 5% dapat disimpulkan 



49 

 

bahwa selluruh variabell indelpelndeln tidak belrpelngaruh selcara simultan telrhadap 

variabell delpelndeln (Ghozali, 2018:180).  

b. Uji statistik t 

Pada pelnellitian ini dilakukan pelngujian hipotelsis delngan uji statistik t. Uji 

statistik t belrtujuan untuk melngeltahui pelngaruh dari variabell indelpelndeln selcara 

individual telrhadap variabell yang telrikat atau delpelndeln. Melnurut (Ghozali, 

2018:179) dalam pelngambilan kelputusan dapat dilihat mellalui tabell coelfficielnts 

kelmudian mellihat hasil signifikasi. Apabila nilai signifikansi melnunjukkan hasil 

kurang dari 5%, artinya variabell indelpelndeln selcara individual melmiliki pelngaruh 

telrhadap variabell delpelndeln. Namun, jika nilai signifikansi melnunjukkan hasil lelbih 

dari 5%, artinya variabell indelpelndeln selcara individual tidak melmiliki pelngaruh 

telrhadap variabell delpelndeln Ghozali (2018:179-180). Hipotelsis statistik pada 

pelnellitian ini adalah selbagai belrikut :  

(1) Hipotelsis 1 : H0 = β1= 0  

 : Ha = β1 < 0  

(2) Hipotelsis 2 : H0 = β2 = 0  

    : Ha = β2 > 0  

(3) Hipotelsis 3 : H0 = β3 = 0  

 : Ha = β3 < 0  

(4) Hipotelsis 4 : H0 = β4 = 0  

  : Ha = β4 > 0  
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c. Koelfisieln Deltelrminasi (R2) 

Koelfisieln Deltelrminasi melnurut Ghozali (2018:179) untuk melngukur selbelrapa jauh 

kontribusi variabell belbas dalam melnjellaskan variasi dari variabell telrikat. Nilai 

koelfisieln deltelrminasi adalah nol dan satu, jika  nilai melnjauhi 1 dan melndelkati 0 

melnjellaskan arti bahwa variabell indelpelndeln tidak melmpunyai kelmampuan untuk 

melmbelrikan pelnjellasan atau sangat telrbatas dalam melmbelri informasi yang 

dipelrlukan, jika hasil melnunjukan selbaliknya maka dapat dikatakan variabell 

indelpelndeln dapat melmbelrikan informasi yang dibutuhkan untuk melmpreldiksi variabell 

delpelndeln (Ghozali, 2018:179). Selmakin tinggi nilai R2 melmiliki arti selmakin baik 

modell pelnellitian yang diajukan. 

Koelfisieln deltelrminasi dapat dilihat mellalui nilai R2 pada tabell Modell Summary. Nilai 

koelfisieln deltelrminasi adalah 0 ≤ R2 ≤ 1, dimana: 

(1) Apabila R2 = 0, maka modell relgrelsi belrbelntuk tidak selmpurna, melnandakan 

variabell indelpelndeln tidak mampu melnjellaskan variasi pada variabell delpelndeln 

(2) Apabil R2 = 1, maka modell relgrelsi belrbelntuk selmpurna, melnandakan variabell 

indelpelndeln mampu melnjellaskan variasi pada variabell delpelndeln selcara akurat. 

(3) Apabila R2 melndelkati 1, selmakin akurat modell relgrelsi yang telrbelntuk untuk 

melnjellaskan hampir selluruh informasi yang dibutuhkan untuk melmpreldiksi 

variabell delpelndeln 

Pada umumnya jelnis data silang (crosselction) koelfisieln deltelrminasinya rellatif lelbih 

relndah dikarelnakan adanya variasi belsar antar masing-masing pelngamatan, seldangkan 

koelfisieln deltelrminasi untuk jelnis data runtun waktu (timel selriels) rellatif lelbih tinggi.  

Pelnambahan satu variabell indelpelndeln akan melnyelbabkan R2 melningkat, selhingga 
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banyak pelnelliti yang melmbelri saran apabila ingin melngelvaluasi modell relgrelsi yang 

telrbaik disarankan melnggunakan nilai adjusteld R2. Dalam kelnyataan nilai adjusteld R2 

dapat belrnilai nelgatif, walaupun yang dikelhelndaki harus belrnilai positif.  
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pelnellitian ini telrdiri dari 10 pelrusahaan dari selktor elnelrgy dan basic matelrials yang 

telrdaftar di Bursa Elfelk Indonelsia (BElI). Hasil dari pelnellitian dan pelmbahasan telrhadap hipotelsis 

yang ditelntukan akan dibahas dalam bab ini. Pelnelliti akan melmbahas hasil dari pelnellitian yang 

dipelrolelh dari hasil olahan program IBM SPSS 25.0. 

Pelnelliti akan melmbahas gambaran umum dari objelk yang digunakan dalam pelnellitian telrdiri 

dari karaktelristik obye lk pelnellitian. Kelmudian, hasil pelnellitian digunakan untuk melmbantu pelnelliti 

untuk melnarik kelsimpulan dari hipotelsis yang sudah telntukan dalam pelnellitian ini. Pada bab ini 

juga akan melmbahas prosels analisis dan pelmbahasan konselptual belrdasarkan hipotelsis yang 

ditelrima atau ditolak, seltiap sub bab akan disajikan hasil pelngujian dari program SPSS untuk 

melndukung kelsimpulan pelnelliti. 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pelnellitian ini melnggunakan pelrusahaan selktor elnelrgy dan basic matelrials dan telrdaftar di 

Bursa Elfelk Indonelsia dari tahun 2018 – 2021. Pada pelnellitian ini samplel ditelntukan 

melnggunakan meltodel purposivel sampling, seltellah dilakukan pelngolahan data pelrusahan yang 

didasarkan kritelria dipelrolelh selbanyak 10 pelrusahaan yang dapat dijadikan sampell dan daftar 

pelrusahaan yang dijadikan sampell telrlampir pada lampiran. Pelriodel pelnellitan sellama 4 tahun, 

maka jumlah data yang akan ditelliti selbanyak 40 sampell data. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Uji Pooling Data 

Telrlampir hasil pelngujian pooling data yang di uji melnggunakan SPSS 25 

Tabel 4. 1 

Hasil Uji Pooling 

Uji Pooling Data Kriteria Hasil Keterangan 

DKI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sig. > 0,05 

0,642 Data dapat di-pool 

KI 0,924 Data dapat di-pool 

KA 0,393 Data dapat di-pool 

SIZEl 0,847 Data dapat di-pool 

D1 0,185 Data dapat di-pool 

D2 0,774 Data dapat di-pool 

D3 0,397 Data dapat di-pool 

D1XDKI 0,321 Data dapat di-pool 

D1XKI 0,173 Data dapat di-pool 

D1XKA 0,324 Data dapat di-pool 

D1XSIZEl 0,230 Data dapat di-pool 

D2XDKI 0,907 Data dapat di-pool 

D2XKI 0,746 Data dapat di-pool 

D2XKA 0,748 Data dapat di-pool 

D2XSIZEl 0,780 Data dapat di-pool 

D3XDKI 0,693 Data dapat di-pool 

D3XKI 0,727 Data dapat di-pool 

D3XKA 0,940 Data dapat di-pool 

D3XSIZEl 0,360 Data dapat di-pool 

Sumbelr : Data olahan SPSS 
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Pada tabell 4.1 melnunjukan hasil uji pooling data yang dibelntuk delngan variabell 

dummy (dummy approach) delngan tujuan untuk melngeltahui pelnggabungan data timel 

selriels delngan cross-selctional dapat di uji atau tidak. Hasil uji pooling melnunjukkan bahwa 

DKI, KI, KA, SIZEl, D1, D2, D3, D1XDKI, D1XKI, D1XKA, D1XSIZE l, D2XDKI, 

D2XKI, D2XKA, D2XSIZEl, D3XDKI, D3XKI, D3XKA, D3XSIZEl lelbih belsar dari 0.05. 

Selhingga dapat diambil kelsimpulan bahwa data pelnellitian dapat dilakukan.  

2. Analisis Deskriptif 

Uji analisis delskriptif belrtujuan untuk melngeltahui nilai minimum yang melrupakan 

nilai telrelndah, maksimum melrupakan nilai telrtinggi, rata-rata (melan) melrupakan nilai 

relrata, selrta standar delviasi data sampell dari masing – masing variabell kellompok data 

pelnellitian.  

Tabel 4. 2 

Hasil Uji Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviasi 

ElTR 40 0,24842 0,02031 0,1664742 0,06622432 

DKI 40 0,33333 0,50000 0,3852381 0,06081792 

KI 40 0,44849 0,97730 0,7108285 0,14711682 

KA 40 3 4 3,10 0,304 

SIZEl 40 27,54117 31,44026 29,5369779 1,29665967 

Sumbelr : Data olahan SPSS 

Belrdasarkan tabell 4.2 hasil uji analisis delskriptif , dapat diambil  kelsimpulan bahwa 

a. Didasari olelh tarif pajak badan Indone lsia tahun 2018 sampai 2019 se lbelsar 25% dan 

tahun 2020 sampai 2021 adalah 22%.  Tax avoidancel di uji melnunjukkan hasil nilai 
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minimum selbelsar 24,84% yang dimiliki  ole lh PT Bayan Re lsourcels Tbk di tahun 2019 

nilai telrselbut melngindikasikan selmakin kelcil tindakan tax avoidancel pada pelrusahaan. 

Nilai maximum melnunjukan hasil selbelsar 2,03% dimiliki ole lh PT. Pabrik Kelrtas Tjiwi 

Kimia Tbk selhingga nilai telrselbut melngindikasikan te lrjadinya tax avoidancel. 

Seldangkan nilai rata – rata (melan) tax avoidancel melnunjukan hasil -17,75%  de lngan 

standar delviasi 0,06622432  

b. Variabell delwan komisaris indelpelndeln (DKI) melmiliki nilai minimum  yang artinya 

jumlah komisaris indelpelndeln selbelsar 33,3% dari total delwan komisaris. Nilai ini salah 

satunya dimiliki olelh PT AKR Corporindo Tbk pada tahun 2019. Seldangkan nilai 

maksimum selbelsar 50% yang artinya jumlah komisaris indelpelndeln selbelsar 50% dari 

total delwan komisaris. Dimana salah satunya dimiliki olelh PT Sillo Maritimel Pelrdana 

Tbk pada tahun 2019. Seldangkan nilai melan atau rata – rata melnunjukan hasil selbelsar 

38,52% delngan standar delviasi 0.06081792 

c. Variabell kelpelmilikan institusional (KI) melmiliki nilai minimum selbelsar 44,85%, 

artinya 44,85% saham PT Sillo Maritimel Pelrdana Tbk dimiliki institusi. Seldangkan 

nilai maksimum selbelsar 97,73% pada PT Cita Minelral Invelstindo Tbk pada tahun 2020 

dimiliki olelh institusi. Kelmudian nilai rata – rata (melan) kelpelmilikan institusional 

melnunjukan hasil selbelsar 71,08% delngan standar delviasi 0.14711682 

d. Variabell komitel audit (KA) melmiliki nilai minimum selbelsar 3 hasil telrselbut selsuai 

delngan Pelraturan Otoritas Jasa Keluangan Nomor 55/POJK.04/2015 yang 

melngharuskan pelrusahaan untuk melmiliki minimal 3 anggota komitel audit, dan nilai 

maksimum selbelsar 4. Kelmudian nilai rata – rata (melan) komitel audit adalah 3.10 dan 

standar delviasi selbelsar 0.304 
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e. Variabell ukuran pelrusahaan (SIZE l) melnujukkan nilai logaritmel natural minimum 

selbelsar 27,54%, logaritma natural telrselbut dimiliki olelh PT Elmdelki Utama Tbk tahun 

2018 delngan total aselt selbelsar Rp 914.065.000.000 dan nilai maksimum Ln selbelsar 

31,44% total aselt selbelsar Rp 45.116.209.346.000 yang dimiliki olelh PT Pabrik Kelrtas 

Tjiwi Kimia Tbk tahun 2021. Kelmudian nilai rata- rata (melan) selbelsar 29.5369 delngan 

standar delviasi selbelsar 1,29665967. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas belrtujuan untuk melngeltahui apakah modell relgrelsi data relsidual 

melmiliki distribusi normal atau tidak. Belrikut hasil pelngujian uji normalitas  

Tabel 4. 3 

Hasil Uji Normalitas 

Nama Pengujian Kriteria Hasil Keterangan 

Normalitas 
Asymp. Sig. (2taileld) 

> 0.05 
0.025 

Data tidak belrdistribusi 

normal 

Sumbelr : Data olahan SPSS 

Uji normalitas melnggunakan SPSS pada tabell 4.3 dikeltahui nilai signifikansi 

delngan statistik kolmogorov-smirnov yaitu selbelsar  0,025,  dapat disimpulkan 

bahwa nilai relsidual pelngujian lelbih kelcil dari 0.05 belrdistribusi normal dan 

hipotelsis H0 ditolak. Teltapi belrdasarkan telori celntral limit olelh Bowelrman elt al. 

(2017:335) bahwa apabila sampell belrjumlah lelbih belsar dari 30 (n > 30), dapat 

disimpulkan data belrdistribusi selcara normal. Selhingga pada pelnellitian ini dapat 
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dikatakan data yang diuji belrdistribusi normal karelna data yang dijadikan sampell 

selbelsar 40 sampell. 

b. Uji Multikolonielritas 

Pelngujian multikolonielritas belrtujuan untuk melnguji modell relgrelsi belrkaitan 

delngan adanya korellasi antara variabell belbas (indelpelndeln). 

Tabel 4. 4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji 

MultikoIinieritas 
Kriteria 

Hasil Keterangan 

 Tolerance VIF 

DKI 
Tolelrancel v. > 

0.10, VIF < 10 
0,952 1,051 

Lolos uji 

multikolinelritas 

KI 
Tolelrancel v. > 

0.10, VIF < 10 
0,685 1,459 

Lolos uji 

multikolinelritas 

KA 
Tolelrancel v. > 

0.10, VIF < 10 
0,837 1,195 

Lolos uji 

multikolinelritas 

SIZEl 
Tolelrancel v. > 

0.10, VIF < 10 
0,645 1,550 

Lolos uji 

multikolinelritas 

 Sumbelr : Data olahan SPSS 

Hasil uji multikolinielritas masing – masing variabell indelpelndelnt belrdasarkan tabell 

4.4 melnunjukkan hasil nilai tolelrancel > 0,10 dan nilai VIF <10. Hal telrselbut dapat 

disimpulkan bahwa data yang di uji antara variabell indelpeln dalam modell relgrelsi tidak 

telrjadi multikolinielritas. 
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c. Uji Heltelrokeldastisitas 

Pelngujian heltelrokeldastisitas belrtujuan untuk melngeltahui apakah telrdapat 

keltidaksamaan variancel relsidual satu pelngamatan kel pelngamatan lain dalam modell 

relgrelsi.  

Tabel 4. 5 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas Kriteria Hasil Keterangan 

DKI Sig. > 0.05 0,649 Lolos uji heltelrokeldastisitas 

KI Sig. > 0.05 0,193 Lolos uji heltelrokeldastisitas 

KA Sig. > 0.05 0,058 Lolos uji heltelrokeldastisitas 

SIZEl Sig. > 0.05 0,222 Lolos uji heltelrokeldastisitas 

Sumbelr : Data olahan SPSS 

Hasil uji data heltelrokeldastisitas pada tabell 4.5 melnunjukkan bahwa nilai sig > 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelnellitian ini modell relgrelsi yang di uji tidak 

telrjadi heltelrokeldastisitas. 

d. Uji Autokorellasi 

Pelngujian autokorellasi dilakukan delngan meltodel uji run telst, delngan tujuan 

melngeltahui apakah modell relgrelsi linelar telrjadi korellasi selpanjang waktu yang 

belrkaitan satu sama lainnya. 
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Tabel 4. 6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Nama Pengujian Kriteria Hasil Keterangan 

Autokorellasi Asymp. Sig (2taileld) > 0.05 0,873 Lolos uji autokorellasi 

Sumbelr : Data olahan SPSS 

Hasil uji autokorellasi pada tabell 4.6 melnunjukkan hasil nilai asymp.sig (2-taileld) 

adalah 0,873 delngan arti hasil pelngujian lelbih belsar dari kritelria yang ditelntukan yaitu 

0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak telrjadi geljala autokorellasi, selhingga analisis 

relgrelsi linelar dapat dilanjutkan. 

4. Analisis Regresi Liner Berganda 

Hasil pelrhitungan analisis linelar belrganda melnunjukkan hasil selbagai belrikut: 

Tabel 4. 7 

Hasil Uji Analisis Regresi 

Uji Analisis Regresi Koefisien 

Constant -0,609 

DKI 0,160 

KI 0,100 

KA -0,099 

SIZEl 0,021 

Sumbelr : Data olahan SPSS 

Dari tabell 4.7 yang melnunjukkan hasil relgrelsi telrselbut dapat dipelrolelh pelrsamaan 

relgrelsi selbagai belrikut: 

TA = -0,609 + 0,160DKI + 0,100KI – 0,099KA + 0,021SIZEl 
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Keltelrangan : 

- TA = Tax avoidancel  

- DKI = Delwan Komisaris Indelpelndeln 

- KI = Kelpelmilikan Institusional 

- KA = Komitel Audit 

- SIZEl = Ukuran Pelrusahan 

Pelrsamaan relgrelsi telrselbut melmiliki nilai konstanta -0,609 yang melnunjukkan 

belsarnya Tax avoidance l. Pelrsamaan telrselbut melnunjukkan belsar kelkuatan variabell 

indelpelndeln dalam melmpelngaruhi variabell delpelndeln yang ditunjukkan dari belsar koelfisieln 

masingmasing variabell indelpelndeln. 

5. Uji Hipotesis Penelitian 

Tabel 4. 8 

Hasil Uji Hipotesis 

Nama Pengujian Variabel Kriteria B Sig. Keterangan 

Uji F DKI, KI, KA, SIZEl Sig. < 0,05  0,042 Ha ditelrima 

Uji t 

DKI 

Sig. < 0,05 

0,160 0,168 Ha ditolak 

KI 0,100 0,111 Ha ditolak 

KA -0,099 0,004 Ha ditelrima 

SIZEl 0,021 0,016 Ha ditelrima 

Koelfisieln Deltelrminasi Nilai R2 = 0,241 atau 24,1% 

 

a. Uji Statisik F 

Dasar pelngujian statistik F untuk melngeltahui apakah variabell indelpelndeln selcara 

belrsama-sama atau selcara simultan melmiliki pelngaruh telrhadap variabell delpelndeln. 

Pada tabell 4.8 yang melnunjukkan hasil uji signifikansi simultan F yaitu sig. 0,042 < 
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0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ha ditelrima. Delwan komisaris indelpelndeln, 

kelpelmilikan institusional, komitel audit dan ukuran pelrusahaan selcara simultan atau 

belrsama – sama melmiliki pelngaruh telrhadap tax avoidancel. 

b. Uji statistik t 

Dasar pelngujian statistik t untuk melnunjukkan selbelrapa jauh pelngaruh variabell 

indelpelndeln selcara individual telrhadap variasi variabell delpelndeln. Belrikut pelnjabaran 

dari hasil uji signifikansi parameltelr individual atau t pada tabell 4.8  pelngaruh variabell 

indelpelndeln telrhadap variabell delpelndeln : 

(1) Koelfisieln untuk variabell delwan komisaris indelpelndelnt selbelsar 0,160 delngan nilai 

hasil sig. selbelsar 0,168 artinya > α = 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotelsis Ha1 

ditolak delngan arti delwan komisaris indelpelndelnt tidak belrpelngaruh telrhadap tax 

avoidancel. 

(2) Koelfisieln untuk variabell kelpelmilikan institusional selbelsar 0,100 delngan hasil sig 

melnunjukkan selbelsar 0,111 artinya < α = 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotelsis 

Ha2 ditolak delngan arti kelpelmilikan institusional tidak melmiliki pelngaruh telrhadap 

tax avoidancel. 

(3) Koelfisieln untuk variabell komitel audit selbelsar -0,099 delngan nilai sig. selbelsar 

0,004 artinya < α = 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotelsis Ha3 ditelrima , yaitu 

komitel audit cukup bukti belrpelngaruh nelgatif telrhadap tax avoidancel. 

(4) Koelfisieln untuk variabell ukuran pelrusahaan selbelsar 0,021 dan nilai sig. selbelsar 

0,016 artinya < α = 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotelsis Ha4 ditelrima delngan 

arti ukuran pelrusahaan cukup bukti belrpelngaruh positif telrhadap tax avoidancel. 
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c. Uji Koelfisieln Deltelrminasi 

Uji koelfisieln deltelrminasi nilai R Squarel (R2) belrtujuan untuk melngukur selbelrapa 

jauh variabell indelpelndeln mampu melnjellaskan variabell delpelndeln,  selmelntara sisanya 

adalah yang tidak mampu dijellaskan yang melrupakan bagian variasi dari variabell lain 

teltapi tidak telrmasuk dalam modell pelnellitian. 

Hasil uji koelfisieln deltelrminasi pada tabell 4.8 melnunjukkan bahwa modell summary 

belsarnya adjusteld R2  adalah 0,241, keltika hasil R2 melndelkati angka 1 modell relgrelsi 

melnye ldiakan hampir selmua informasi yang dibutuhkan untuk melmpreldiksi variabell 

delpelndeln. Hasil uji R2 melmbuktikan bahwa 24,1% variasi tax avoidance l dijellaskan 

olelh kelelmpat variabell indelpelndeln yaitu delwan komisaris indelpelndeln, kelpelmilikan 

institusional, komitel audit, dan ukuran pelrusahaan. Seldangkan sisanya 75,9% 

dijellaskan olelh variasi lain di luar modell. 

C. Pembahasan 

Hasil pelngujian yang tellah dilakukan melnujukkan modell relgrelsi yang digunakan layak 

untuk digunakan.  Belrdasarkan hasil pelngujian yang tellah dilakukan maka belrikut 

pelmbahasannya : 

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax avoidancel 

Dalam hipotelsis pelnelliti melnyatakan komisaris indelpelndeln belrpelngaruh nelgatif 

telrhadap tax avoidance l. Didasarkan hasil pelngujian statistik t, dipelrolelh hasil koelfisieln 

relgrelsi selbelsar 0,160 delngan hasil sig. selbelsar 0,336 lelbih belsar dari α = 0,05. Mellalui 

hasil pelngujian yang dilakukan, melnunjukkan hasil bahwa komisaris indelpelndeln tidak 

belrpelngaruh selcara signifikan telrhadap tax avoidancel. Delngan delmikian hipotelsis yang 

diajukan pelnelliti (H1) ditolak. 
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Hasil pelngujian melnunjukkan bahwa tingkat pelrusahaan mellakukan tax avoidancel 

tidak dapat ditelntukan olelh variabell delwan komisaris indelpelndeln. Melnurut Wahyudi 

(2014) mungkin yang dapat melmbelrikan pelngaruh pada pelrusahaan dalam mellakukan tax 

avoidancel jika komisaris indelpelndeln melmiliki pelngeltahuan yang cukup dalam bidang 

keluangan dan pelrpajakan, dan bukan hanya selkeldar elksistelnsi dan jumlah anggota dari 

komisaris indelpelndeln. Apabila komisaris indelpelndeln dalam pelrusahaan melmiliki kelahlian 

dalam bidang keluangan dan pelrpajakan, pelrusahaan melmiliki pelluang yang lelbih belsar 

untuk mellakukan tax avoidancel. Selbagai contoh, PT Pabrik Kelrtas Tjiwi Kimia melmiliki 

komisaris indelpelndeln selbanyak 3 anggota teltapi melnunjukkan hasil tarif ElTR selbelsar -

3,04% pada tahun 2020 nilai telrselbut melngindikasikan pelrusahaan mellakukan tax 

avoidancel , seldangkan PT Samindo Relsourcels Tbk pada tahun 2018 hanya melmiliki 1 

delwan komisaris delngan hasil ElTR selbelsar 24,78% nilai telrselbut melngindikasikan 

tindakan pelrsusahan mellakukan tax avoidancel sangat kelcil. Hasil pelnellitian ini seljalan 

delngan pelnellitian yang dilakukan olelh (Wahyudi, 2014) dan Praditasari & Seltiawan 

(2017), yang melnyatakan komisaris indelpelndeln tidak belrpelngaruh selcara signifikan 

telrhadap tax avoidancel. 

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax avoidance 

Dalam hipotelsis pelnelliti melnuyatakan kelpelmilikan institusional belrpelngaruh 

positif telrhadap tax avoidancel. Didasarkan hasil pelngujian statistik t, dipelrolelh hasil 

koelfisieln relgrelsi 0,100 dan hasil sig. selbelsar 0,222 lelbih belsar dari α = 0,05. Mellalui hasil 

pelngujian, melnunjukkan bahwa kelpelmilikan insstitusional tidak belrpelngaruh signifikan 

telrhadap tax avoidancel. Delngan delmikian hipotelsis yang diajukan (H2) ditolak.  
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Hasil pelngujian melnunjukkan bahwa tingkat pelrusahaan mellakukan tax avoidancel 

tidak dapat ditelntukan olelh variabell kelpelmilikan institusional. Melnurut Tandsselan (2017) 

pelnye lbab dugaan kelpelmilikan institusional tidak belrpelngaruh signifikan telrhadap tax 

avoidancel karelna pelmilik institusional tidak belrpelran selcara langsung dalam melmantau 

tindakan opurtunitis atau pelnyelbab lainnya karelna pelmilik institusional melmiliki sifat 

elgois selhingga lelbih melmelntingkan untuk melmaksimalkan kelseljahtelraannya dalam 

pelningkatan laba yang akan ditelrima pelmilik institusional. Selbagai contoh, kelpelmilikan 

PT Cita Minelral Invelstindo Tbk dimiliki olelh pihak institusi selbelsar 97,3% delngan ElTR -

22,5% pada tahun 2019 indikasi pelrusahaan mellakukan tax avoidancel sangat kelcil. 

Seldangkan kelpelmilikan PT Pabrik Kelrtas Tjiwi Kimia Tbk pada tahun 2018 hanya selbelsar 

59,67% delngan ElTR -2% indikasi pelrusahaan mellakukan tax avoidancel sangat belsar. Hasil 

pelnellitian ini seljalan delngan pelnellitian Damayanti & Susanto (2016) dan Tandelan (2017) 

yang melnyatakan kelpelmilikan institusional tidak belrpelngaruh selcara signifikan telrhadap 

tax avoidancel. 

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax avoidance 

Dalam hipotelsis pelnelliti melnyatakan komitel audit belrpelngaruh nelgatif telrhadap tax 

avoidancel. Didasarkan hasil pelngujian statistik t, dipelrolelh hasil koelfisieln relgrelsi selbelsar 

-0,099 dan sig. melnunjukan hasil 0,008 lelbih kelcil dari α = 0,05.  Mellalui hasil pelngujian, 

melnunjukkan bahwa komitel audit cukup bukti belrpelngaruh nelgatif telrhadap  tax 

avoidancel. Bukti pelngujian melnunjukkan bahwa hipotelsis (H3) ditelrima. 

Hasil pelngujian melnunjukkan bahwa tingkat pelrusahaan mellakukan tax avoidancel 

dapat dipelngaruhi olelh variabell komitel audit. Dapat dikatakan pelran dan tanggung jawab 

komitel audit dalam melmbantu aktivitas monitoring pellaporan elkstelrnal pelrusahaan. 
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Komitel audit pun melmbelrikan pelran untuk mellakukan analisa telrhadap keltaatan elmiteln 

telrhadap pelraturan undang-undang yang belrlaku. Hasil pelnellitian ini seljalan delngan 

pelnellitian Sandy & Lukviarman (2015) dan Praditasari & Seltiawan (2017) yang 

melnyatakan  komitel audit belrpelngaruh selcara nelgatif telrhadap tax avoidancel. 

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance 

Dalam hipotelsis pelnelliti melnyatakan ukuran pelrusahaan belrpelngaruh positif 

telrhadap tax avoidance l. Didasarkan hasil pelngujian statistik t, dipelrolelh hasil koelfisieln 

relgrelsi selbelsar 0,021 delngan nilai sig. 0,032 lelbih kelcil dari α = 0,05. Mellalui hasil 

pelngujian, melnunjukkan bahwa komitel audit cukup bukti belrpelngaruh positif telrhadap  tax 

avoidancel. Bukti pelngujian melnunjukkan bahwa hipotelsis (H2) ditelrima. 

Hasil pelngujian melmbuktikan bahwa tingkat pelrusahaan dalam mellakukan tax 

avoidancel dapat dipelngaruhi olelh ukuran pelrusahaan. Jika semakin besar ukuran 

perusahaan akan berpengaruh terhadap peningkatan laba yang besar sehingga akan 

berdampak terhadaap pembayaran pajak yang semakin meningkat dan semakin besar 

ukuran suatu perusahaan akan berpotensi perusahaan memiliki sumber daya manusia yang 

ahli di bidang pengelolaan perpeajakan, sehingga akan memudahkan perusahaan dalam 

menekan pembayaran pajak dan meningkatkan tindakan tax avoidance dalam mengelola 

beban pajak l. Hasil pelnellitian ini seljalan delngan pelnellitian yang dilakukan olelh Marlinda 

elt al. (2020) dan Sandra & Eldellinel (2018) yang melnyatakan ukuran pelrusahaan 

belrpelngaruh telrhadap pelnghindaran pajak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini melnjellaskan melngelnai kelsimpulan dari hasil pelnellitian yang tellah diuji melnggunakan 

SPSS velrsi 25.0. Kelmudian pelnellitian akan melmbelrikan saran-saran bagi pelnelliti sellanjutnya yang 

dapat digunakan selbagai relfelrelnsi dan pelrkelmbangan pelnellitian sellanjutnya. 

A. Kesimpulan 

Hasil pelnellitian pada pelngujian variabell delwan komisaris indelpelndeln, kelpelmilikan 

institusional, komitel audit, dan ukuran pelrusahaan telrhadap tax avoidancel melnunjukkan hasil 

selbagai belrikut : 

1. Delwan komisaris indelpelndeln tidak cukup bukti untuk belrpelgaruh telrhadap tax avoidancel  

2. Kelpelmilikan institusional tidak cukup bukti untuk belrpelngaruh telrhadap tax avoidancel 

3. Komitel audit cukup bukti belrpelngaruh nelgatif telrhadap tax avoidancel 

4. Ukuran pelrusahaan cukup bukti belrpelngaruh positif telrhadap tax avoidancel. 

B. Saran 

Belrdasarkan hasil pelnellitian dan kelsimpulan yang tellah dipaparkan di bab selbellumnya, 

pelnelliti melmbelrikan saran pelngelmbangan bagi pelnelliti sellanjutnya, 

1. Bagi pelnelliti sellanjutnya 

a. Pelnelliti sellanjutnya, dapat melnelliti proksi tax avoidancel lainnya misalnya 

melnggunakan cash ElTR dan currelnt ElTR.  
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b. Pelngukuran good corporatel govelrnancel dapat melnggunakan melkanismel good 

corporatel govelrnancel lain selpelrti frelkuelnsi rapat, komposisi dan ukuran delwan 

direlksi, rapat umum pelmelgang saham kelpelmilikan manajelrial, dan lainnya. 

c. Pelnelliti sellanjutnya dapat melnggunakan atau melnelliti sampell data dari pelrusahaan 

selktor lain. 

2. Bagi Invelstor 

Invelstor selbaiknya melmbelrikan pelrhatian telrhadap praktik tax avoidancel dalam pelmilihan 

invelstasi agar dapat mellihat lelbih bijaksana dalam melnilai relsiko atas invelstasi telrselbut. 

Invelstor harus lelbih melmpelrhatikan pellaksanaan good corporatel govelrnancel di pelrusahaan 

agar invelstor dapat melmpelrolelh hasil laporan atas hasil invelstasi yang selbelnarnya. 

3. Bagi Direktorat Jendral Pajak 

Direktorat Jendral Pajak dalam memprediksi perusahaan melakukan tindakan tax 

avoidance dapat dilihat melalui jumlah komite audit yang rendah dan ukuran perusahaan 

yang besar. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Daftar Data Sampel Kode dan Nama Perusahaan Energy dan Basic Materials 

No Kode Nama Perusahaan 

1 AKRA PT. AKR Corporindo Tbk. 

2 HRUM PT. Harum Elnelrgy Tbk 

3 MYOH PT. Samindo Relsourcels Tbk. 

4 SHIP PT. Sillo Maritimel Pelrdana Tbk. 

5 TPMA PT. Trans Powelr Marinel Tbk. 

6 BYAN PT. Bayan Relsourcels Tbk. 

7 CITA PT. Cita Minelral Invelstindo Tbk. 

8 INTP PT. Indocelmelnt Tunggal Prakarsa Tbk 

9 TKIM PT. Pabrik Kelrtas Tjiwi Kimia Tbk. 

10 MDKI PT. Elmdelki Utama Tbk. 

 

  



72 

 

Lampiran 2 

Perhitungan Tax avoidance - Effective Tax Rate tahun 2018 – 2021. 

No Kode Tahun Total Beban Pajak Laba Sebelum Pajak ETR (*-1) 

1 AKRA 

2018 178.992.445 868.080.622 0,20619 

2019 165.884.121 865.379.704 0,19169 

2020 229.719.593 1.191.716.906 0,19276 

2021 260.061.263 1.395.063.019 0,18642 

2 BYAN 

2018 172.422.999 696.732.272 0,24747 

2019 77.414.093 311.625.370 0,24842 

2020 82.175.777 426.635.647 0,19261 

2021 361.616.399 1.627.573.741 0,22218 

3 CITA 

2018 63.663.122.428 724.987.180.923 0,08781 

2019 190.537.780.439 848.256.705.676 0,22462 

2020 189.578.307.160 841.881.871.416 0,22518 

2021 100.967.322.506 669.312.473.099 0,15085 

4 HRUM 

2018 7.986.048 48.191.469 0,16571 

2019 5.505.306 25.627.895 0,21482 

2020 3.879.082 64.309.373 0,06032 

2021 29.087.809 127.541.480 0,22807 

5 INTP 

2018 254.291 1.400.228 0,18161 

2019 439.122 2.274.427 0,19307 

2020 341.991 2.148.328 0,15919 

2021 445.506 2.234.002 0,19942 

6 MDKI 

2018 10.245 44.033 0,23267 

2019 9.627 42.486 0,22659 

2020 10.011 50.096 0,19984 

2021 8.194 47.045 0,17417 

7 MYOH 

2018 10.518.865 42.447.529 0,24781 

2019 8.826.683 36.925.112 0,23904 

2020 6.476.126 30.009.788 0,21580 

2021 7.640.166 35.596.651 0,21463 

8 SHIP 

2018 2.390.964 16.848.242 0,14191 

2019 2.486.815 22.013.838 0,11297 

2020 3.239.680 26.085.242 0,12420 

2021 3.390.223 24.384.996 0,13903 

9 TKIM 

2018 5.093 250.802 0,02031 

2019 18.182 184.698 0,09844 

2020 4.645 152.979 0,03036 

2021 8.527 257.533 0,03311 

10 TPMA 

2018 526.484 8.132.834 0,06474 

2019 572.264 8.811.513 0,06495 

2020 477.141 2.562.232 0,18622 

2021 508.245 4.467.565 0,11376 
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Lampiran 3 

Perhitungan Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Tahun 2018 – 2021 

No Kode Tahun 
Jumlah Komisaris 

Independen 

Jumlah Dewan 

Komisaris 
DKI 

Jumlah Anggota 

Komite Audit 

1 AKRA 

2018 1 3 0,3333 3 

2019 1 3 0,3333 3 

2020 1 3 0,3333 3 

2021 1 3 0,3333 3 

2 BYAN 

2018 2 6 0,3333 4 

2019 2 5 0,4000 4 

2020 2 5 0,4000 5 

2021 2 5 0,4000 4 

3 CITA 

2018 1 3 0,3333 3 

2019 2 5 0,4000 3 

2020 2 4 0,5000 3 

2021 2 4 0,5000 3 

4 HRUM 

2018 2 6 0,3333 3 

2019 2 6 0,3333 3 

2020 2 6 0,3333 3 

2021 2 5 0,4000 3 

5 INTP 

2018 2 6 0,3333 3 

2019 2 6 0,3333 3 

2020 2 6 0,3333 3 

2021 3 7 0,4286 3 

6 MDKI 

2018 2 5 0,4000 3 

2019 2 5 0,4000 3 

2020 2 5 0,4000 3 

2021 2 5 0,4000 3 

7 MYOH 

2018 1 3 0,3333 3 

2019 1 3 0,3333 3 

2020 1 3 0,3333 3 

2021 1 3 0,3333 3 

8 SHIP 

2018 1 2 0,5000 3 

2019 1 2 0,5000 3 

2020 1 2 0,5000 3 

2021 1 2 0,5000 3 

9 TKIM 

2018 3 7 0,4286 3 

2019 3 7 0,4286 3 

2020 3 7 0,4286 3 

2021 3 7 0,4286 3 

10 TPMA 

2018 1 3 0,3333 3 

2019 1 3 0,3333 3 

2020 1 3 0,3333 3 

2021 1 3 0,3333 3 
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Lampiran 4 

Perhitungan Kepemilikan Institusional Tahun 2018 – 2021 

No Kode Tahun Saham Institusi Saham Beredar Kepemilikan Institusional 

1 AKRA 

2018 2.369.056.120,00 4.014.694.920,00 0,5901 

2019 2.369.056.120,00 4.014.694.920,00 0,5901 

2020 2.392.626.120,00 4.014.694.920,00 0,5960 

2021 2.392.626.120,00 4.014.694.920,00 0,5960 

2 BYAN 

2018 2.815.679.400,00 3.333.333.500,00 0,8447 

2019 2.795.453.600,00 3.333.333.500,00 0,8386 

2020 2.134.303.700,00 3.333.333.500,00 0,6403 

2021 2.173.165.930,00 3.333.333.500,00 0,6519 

3 CITA 

2018 3.282.667.880,00 3.370.734.900,00 0,9739 

2019 3.280.687.080,00 3.370.734.900,00 0,9733 

2020 3.870.471.542,00 3.960.361.250,00 0,9773 

2021 3.655.942.042,00 3.960.361.250,00 0,9231 

4 HRUM 

2018 2.002.094.700,00 2.703.620.000,00 0,7405 

2019 2.140.596.200,00 2.703.620.000,00 0,7918 

2020 2.159.774.800,00 2.703.620.000,00 0,7988 

2021 2.159.774.800,00 2.703.620.000,00 0,7988 

5 INTP 

2018 1.877.480.863,00 3.681.231.699,00 0,5100 

2019 1.877.480.863,00 3.681.231.699,00 0,5100 

2020 1.877.480.863,00 3.681.231.699,00 0,5100 

2021 1.877.480.863,00 3.681.231.699,00 0,5100 

6 MDKI 

2018 1.946.695.100,00 2.530.150.002,00 0,7694 

2019 1.964.736.500,00 2.530.150.002,00 0,7765 

2020 1.910.761.600,00 2.530.150.002,00 0,7552 

2021 1.909.061.600,00 2.530.150.002,00 0,7545 

7 MYOH 

2018 1.302.479.275,00 2.206.312.500,00 0,5903 

2019 1.302.479.275,00 2.206.312.500,00 0,5903 

2020 1.302.479.275,00 2.206.312.500,00 0,5903 

2021 1.302.479.275,00 2.206.312.500,00 0,5903 

8 SHIP 

2018 1.219.790.000,00 2.719.790.000,00 0,4485 

2019 2.219.790.000,00 2.719.790.000,00 0,8162 

2020 2.219.790.000,00 2.719.790.000,00 0,8162 

2021 2.219.790.000,00 2.719.790.000,00 0,8162 

9 TKIM 

2018 1.857.744.987,00 3.113.223.570,00 0,5967 

2019 1.857.744.987,00 3.113.223.570,00 0,5967 

2020 1.857.744.987,00 3.113.223.570,00 0,5967 

2021 1.857.744.987,00 3.113.223.570,00 0,5967 

10 TPMA 

2018 2.309.772.200,00 2.633.300.000,00 0,8771 

2019 2.309.772.200,00 2.633.300.000,00 0,8771 

2020 2.309.772.200,00 2.633.300.000,00 0,8771 

2021 1.936.772.200,00 2.633.300.000,00 0,7355 
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Lampiran 5 

Perhitungan Ukuran Perusahaan 

No Kode Tahun Total Aset Ln (Total Aset) 

1 AKRA 

2018 19.940.850.599.000,00 30,62 

2019 21.409.046.173.000,00 30,69 

2020 18.683.572.815.000,00 30,56 

2021 23.508.585.736.000,00 30,79 

2 BYAN 

2018 16.665.660.005.571,00 30,44 

2019 17.766.035.749.823,00 30,51 

2020 22.846.221.435.310,00 30,76 

2021 34.726.639.253.379,00 31,18 

3 CITA 

2018 3.268.567.743.522,00 28,82 

2019 3.861.308.057.131,00 28,98 

2020 4.134.800.442.987,00 29,05 

2021 4.305.752.389.646,00 29,09 

4 HRUM 

2018 6.776.951.532.795,00 29,54 

2019 6.213.774.162.554,00 29,46 

2020 7.034.194.756.680,00 29,58 

2021 12.479.975.596.131,00 30,16 

5 INTP 

2018 28.863.676.000.000,00 30,99 

2019 27.707.749.000.000,00 30,95 

2020 27.344.672.000.000,00 30,94 

2021 26.136.114.000.000,00 30,89 

6 MDKI 

2018 914.065.000.000,00 27,54 

2019 923.795.000.000,00 27,55 

2020 973.684.000.000,00 27,60 

2021 985.400.000.000,00 27,62 

7 MYOH 

2018 2.191.353.225.138,00 28,42 

2019 2.226.686.478.948,00 28,43 

2020 2.131.390.456.195,00 28,39 

2021 2.339.681.879.944,00 28,48 

8 SHIP 

2018 2.616.186.709.881,00 28,59 

2019 3.333.793.410.099,00 28,84 

2020 4.154.823.696.660,00 29,06 

2021 4.644.079.062.770,00 29,17 

9 TKIM 

2018 42.938.134.416.000,00 31,39 

2019 42.569.463.231.000,00 31,38 

2020 43.346.978.220.000,00 31,40 

2021 45.116.209.346.000,00 31,44 

10 TPMA 

2018 1.614.306.459.474,00 28,11 

2019 1.551.849.033.384,00 28,07 

2020 1.463.552.671.035,00 28,01 

2021 1.416.289.286.220,00 27,98 
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Lampiran 6 

Hasil Uji Kesamaan Koefisien Regresi (Pooling) 

 

Coefficientsa 

Mode ll 

Unstandardize ld Coelfficielnts 

Standardizeld 

Coe lfficielnts 

t Sig. B Std. Elrror Be lta 

1 (Constant) -,167 ,690  -,242 ,811 

DKI ,241 ,511 ,222 ,472 ,642 

KI -,027 ,280 -,060 -,096 ,924 

KA -,070 ,080 -,320 -,873 ,393 

SIZEl ,005 ,024 ,091 ,195 ,847 

D1 -1,381 1,006 -9,143 -1,373 ,185 

D2 -,284 ,978 -1,881 -,290 ,774 

D3 -,885 1,023 -5,863 -,866 ,397 

D1XDKI ,721 ,707 1,773 1,019 ,321 

D1XKI ,478 ,338 2,277 1,415 ,173 

D1XKA -,117 ,116 -2,420 -1,011 ,324 

D1XSIZEl ,040 ,032 7,726 1,238 ,230 

D2XDKI ,080 ,672 ,203 ,118 ,907 

D2XKI ,115 ,351 ,576 ,328 ,746 

D2XKA -,038 ,117 -,785 -,325 ,748 

D2XSIZEl ,009 ,034 1,855 ,283 ,780 

D3XDKI -,265 ,662 -,696 -,400 ,693 

D3XKI ,129 ,366 ,630 ,354 ,727 

D3XKA -,008 ,111 -,174 -,076 ,940 

D3XSIZEl ,032 ,034 6,198 ,936 ,360 

a. Delpe lndelnt Variablel: E lTR 
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Lampiran 7 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ETR 40 ,02031 ,24842 ,1664742 ,06622432 

DKI 40 ,33333 ,50000 ,3852381 ,06081792 

KI 40 ,44849 ,97730 ,7108285 ,14711682 

KA 40 3 4 3,10 ,304 

SIZE 40 27,54117 31,44026 29,5369779 1,29665967 

Valid N (listwise) 40     

 

 

Lampiran 8 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize ld 

Re lsidual 

N 40 

Normal Paramelte lrsa,b Me lan ,0000000 

Std. Delviation ,05769033 

Most E lxtre lme l Diffelrelncels Absolutel ,150 

Positive l ,150 

Ne lgativel -,095 

Te lst Statistic ,150 

Asymp. Sig. (2-taileld) ,025c 

a. Te lst distribution is Normal. 

b. Calculateld from data. 

c. Lillielfors Significancel Correlction. 
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Lampiran 9 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Mode ll 

Unstandardize ld Coelfficielnts 

Standardizeld 

Coe lfficielnts 

t Sig. B Std. Elrror Be lta 

1 (Constant) -12,915 9,596  -1,346 ,187 

DKI -2,553 5,565 -,075 -,459 ,649 

KI 3,596 2,711 ,255 1,326 ,193 

KA -2,330 1,188 -,341 -1,960 ,058 

SIZEl ,394 ,317 ,246 1,242 ,222 

a. Delpe lndelnt Variablel: LN_RElS 

 

Lampiran 10 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Mode ll 

Unstandardize ld Coelfficielnts 

Standardizeld 

Coe lfficielnts 

t Sig. 

Collinelarity Statistics 

B Std. Elrror Be lta Tole lrancel VIF 

1 (Constant) -,609 ,283  -2,149 ,039   

DKI ,160 ,164 ,147 ,975 ,336 ,952 1,051 

KI ,100 ,080 ,221 1,243 ,222 ,685 1,459 

KA -,099 ,035 -,453 -2,816 ,008 ,837 1,195 

SIZEl ,021 ,009 ,409 2,229 ,032 ,645 1,550 

a. Delpe lndelnt Variablel: ElTR 
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Lampiran 11 

Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 

Unstandardize ld 

Re lsidual 

Te lst Valuel
a -,01231 

Casels < Te lst Valuel 20 

Casels >= Telst Valuel 20 

Total Casels 40 

Numbelr of Runs 22 

Z ,160 

Asymp. Sig. (2-taileld) ,873 

a. Me ldian 

 

 

Lampiran 12 

Hasil Uji F (R2) 

ANOVAa 

Mode ll Sum of Squarels df Me lan Squarel F Sig. 

1 Re lgrelssion ,041 4 ,010 2,780 ,042b 

Re lsidual ,130 35 ,004   

Total ,171 39    

a. Delpe lndelnt Variablel: ElTR 

b. Preldictors: (Constant), SIZEl, DKI, KA, KI 
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Lampiran 13 

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (t) 

Coefficientsa 

Mode ll 

Unstandardize ld Coelfficielnts 

Standardizeld 

Coe lfficielnts 

t Sig. B Std. Elrror Be lta 

1 (Constant) -,609 ,283  -2,149 ,039 

DKI ,160 ,164 ,147 ,975 ,336 

KI ,100 ,080 ,221 1,243 ,222 

KA -,099 ,035 -,453 -2,816 ,008 

SIZEl ,021 ,009 ,409 2,229 ,032 

a. Delpe lndelnt Variablel: E lTR 

 

Lampiran 14 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Mode ll R R Squarel 

Adjusteld R 

Squarel 

Std. Elrror of thel 

Elstimatel 

1 ,491a ,241 ,154 ,060897753377

488 

a. Preldictors: (Constant), SIZEl, DKI, KA, KI 

b. Delpe lndelnt Variablel: ElTR 

 


